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NOTA DINAS
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Yogyakarta, 6 Desember 2021

Prof. Dr. Irwan Abdullah
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ABSTRAK

Disertasi ini bertujuan untuk menelaah kontestasi otoritas
keagamaan yang terjadi antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di
Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-
antropologis untuk mengkaji secara mendalam fenomena-fenomena
yang terjadi di balik kontestasi otoritas keagamaan yang terlihat di
permukaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori-teori sosial
dalam menganalisa data-data lapangan, baik data wawancara,
dokumentasi, observasi, maupun referensi kepustakaan lainnya.
Secara spesifik disertasi ini lebih jauh meneliti tentang keberadaan
dua kelompok otoritas keagamaan, yaitu kelompok Salafi-Wahabi
dan kelompok Ulama Dayah yang saling berkontestasi di Kota
Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.

Penelitian ini  membuktikan bahwa Kkontestasi otoritas
keagamaan antara Ulama Dayah dan kelompok Salafi-Wahabi di
Kota Banda Aceh tidak murni tentang perdebatan ide atau gagasan
keagamaan, khususnya ‘dqgidah Islamiyah dan fighiyah-mazhabiyah.
Melainkan terdapat hal yang lebih urgen, yaitu perebutan ruang
publik agama yang merupakan celah kuasa kedua pemilik otoritas
dalam mengembangkan sayap otoritas keagamaan. Penelitian ini
menemukan 3 (tiga) ruang agama yang diperebutkan dalam
kontestasi otoritas keagamaan oleh kedua pemilik otoritas tersebut.
Pertama: Perebutan ruang ibadah. Ruang atau fasilitas ibadah
seperti Masjid dan Mushalla menjadi sangat sentral dalam
melanggengkan sebuah otoritas keagamaan. Kedua otoritas
keagamaan tersebut melakukan berbagai konstruksi keagamaan;
kosmologi doktrin keagamaan, standardisasi ritual keagamaan,
hingga peneguhan eksistensi keagamaan dengan menguasai fasilitas
ibadah. Kedua, Kontestasi dalam mempengaruhi kebijakan
keagamaan. Syariat Islam yang telah dideklarasikan di Aceh sejak
tahun 2000, tidaklah bertendensi pada salah satu mazhab dan i’tiqad
otoritas keagamaan tertentu. Namun dalam pengambilan kebijakan,
kedua kelompok yang berkontestasi ini mencoba memengaruhi dan
mengontrol setiap kebijakan dan pelaksanaan syariat Islam di Kota
Banda Aceh. Ketiga, Perebutan Pengaruh Massa. Pengaruh massa
merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh dalam sebuah
gerakan otoritas keagamaan. Keberadaan dan peran agensi tidak
signifikan dapat didukung dengan keberadaan massa yang solid.
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Begitu juga sebaliknya, keberadaan massa tidak bisa dilepaskan dari
keberadaan agensi sebagai pemilik otoritas dalam menggerakkan
massa. Kedua kelompok yang saling berkontestasi tidak dapat
berada di permukaan jika tidak memiliki kekuatan massa yang
cukup dalam setiap pergerakan. Fenomena inilah  yang
menyebabkan perebutan pengaruh massa menjadi hal yang sangat
penting dalam merebut ruang keagamaan di Aceh.

Disertasi ini memberikan beberapa kontribusi teoritik dalam
pengembangan teori kontestasi otoritas keagamaan. Jika Habermas
memandang bahwa ruang publik sangat dipengaruhi oleh agama,
hingga ia menggagas teori ruang publik dengan istilah postsekular,
nilai-nilai agama tetap ada dalam ruang publik di Barat. Dalam
perkembangan selanjutnya, Eickelman dan Salvatore menggagas
konsep public Islam yang berorientasi pada kebutuhan bersama
dalam masyarakat muslim, setiap otoritas yang berkembang
berusaha mewujudkan tujuan yang sama. Berbeda dengan kontestasi
otoritas keagamaan yang terjadi di Aceh, pemahaman kontestasi
otoritas keagamaan menjadi mengembang dan lebih luas, baik dalam
menguasai ruang publik agama (fasilitas ibadah), memengaruhi
kebijakan keagamaan, maupun memperebutkan pengaruh massa.

Kata Kunci:  Ulama Dayah, Salafi-Wahabi, Kontestasi Otoritas,
dan Ruang Publik Agama.
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ABSTRACT

This dissertation aims at studying the religious authority
contests between Dayah Ulama and Salafi-Wahabi in Banda Aceh
city. Beside socio-anthropological approach to thoroughly examine
the occurring phenomena behind it, the study also takes social
theories to analyze data obtained from interview, documentation,
observation and other references. Specifically, the dissertation
studies further the presence of the two religious authorities — the
Salafi-Wahabi and the Dayah Ulama — in Banda Aceh, the capital of
Aceh province.

The results prove that the religious authority contest in Banda
Aceh is not merely about religious discrepancies, in particular on
‘Aqidah Islamiyah and fighiyah-mazhabiyah, but there is also urgent
issue like struggling for a religious public space which means power
to both parties and opportunities to expand their authority. The study
reveals 3 (three) religious spaces they compete for. First, the fight
for worship space. Worship facilities like mosques and mushalas are
quite essential for a long-lasting religious authority. And both
religious authorities have done many religious constructions from
cosmology of religious doctrine, standardized religious rituals to a
confirmation of religious existence by taking control worship
facilities. Second, the competition for religious policy control. The
Islamic law declaration in 2000 did not mean to be in favor of
certain mahzab (sect) nor of certain religious authority’s i’tigad
(way). In making policy, however, both competing groups try to
control and influence the policy and the implementation of Islamic
laws in Banda Aceh. Third, the struggle for the mass. Mass
influence is definitely not negligible with regard to religious
movements. The role of insignificant agents can be supported by the
existence of solid mass. And the existence of mass is strongly
related to the agents as the owner of the authority to make the mass
move. Both contesting groups will probably remain unknown
without enough power of mass in every action. It is this
phenomenon that makes mass-influence competition important.

This dissertation gives several theoretic contributions in
connection with the development of theory of religious authority
contest. If Habermas argued that public space is influenced by
religion, then proposed a post-secular theory, religious values
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remain in western public space. Eickelman and Savatore later came
up with public Islam, a shared need-oriented concept within Muslim
community where every authority in the community works on the
same shared goals. This is quite different from the authority contest
occurrence in Aceh which grows further and controls religious
public space (worship facilities), religious policy, and mass.

Key words: Dayah Ulama, Salafi-Wahabi, Authority contest, and
Religious Public Space.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

l:\li;l;f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif d”a;:)d;‘;kan Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

= Ta’ T Te

@ Sa’ $ es (dengan titik atas)

z Jim J Je

z Ha’ h ha (dengan titik bawah)

& Kha’ Kh ka dan ha

> Dal D De

5 Zal Z zet (dengan titik atas)

) Ra’ R Er

J 7a’ V4 Zet

o Sin S Es

S Syin Sy es dan ye

o Sad S es (dengan titik bawah)
Dad d de (dengan titik bawah)

L Ta’ t te (dengan titik bawah)

L za’ z zet (dengan titik bawah)
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;‘\tg;f Nama Huruf Latin Keterangan
‘Ain ¢ Apostrof terbalik
¢ Ghain Gh Ge
< Fa’ F Ef
¢ Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Nin N En
E) Waw W We
» Ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
NI muddah muta ‘ddidah
e e oy rajul mutafannin muta ‘ayyin

C. Vokal Pendek

Harakah

Ditulis

Kata Arab

Ditulis

Fathah

A

JB9 2 e

man nasar wa gatal

XX




Kasrah I i e oS kamm min fi’ah
Edy iy sudus wa khumus wa
Dammah U e ulus
S A

D. Vokal Panjang

Harakah | Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah A Ol G, B fattah razzaq mannan
Kasrah I by s miskin wa faqir
Dammah U ToAs s dukhil wa khurij

E. Huruf Diftong

N Kata N
Kasus Ditulis Ditulis
Arab
Fathah bertemu waw mati | Aw e Mauliud
Fathah bertemu ya” mati Ai et Muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab Ditulis
o=l a’antum
A st u‘iddat li al-kafirin
5 oA la’in syakartum
o) e i‘anah at-talibin
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G. Huruf Ta’ Marbitah
1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab Ditulis
o g zaujah jazilah
5502 L jizyah mukaddadah
Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang
sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat,
dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-" serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
gyl ALSS takmilah al-majmii
L2 5> halawah al-mahabbah

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakah (fatzah, kasrah,
atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal
yang relevan.

Kata Arab Ditulis
ity zakatu al-figri
il 5 a> ) ila hadrati al-mustafa
slodall 209 jalalata al-‘ulama’
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H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”
1. Bila diikuti huruf gamariyyah:

Kata Arab Ditulis
bl e bahs al-masa il
Sl Jsaast) al-mahsil li al-Ghazalt

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan
huruf “1” (el)-nya.

Kata Arab Ditulis

ol BLe) i‘anah ar-talibin
Rl AL ar-risalah li asy-Syafi T
adll ol ds syazarat az-zahab
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— KATA PENGANTAR —

“Sejak jaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa
terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang
tersisinkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang
membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau
samudera masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan
sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah,
dikuasai dan menguasai, orang berpolitik.”

— Pramoedya Ananta Toer, House of Glass —

Bagi banyak orang, ‘agama’ adalah kebutuhan hidup yang tak
ubahnya seperti makanan yang dikonsumsi manusia setiap hari.
Tidak terkecuali bagi masyarakat Aceh, bahkan agama melebihi
sebagai kebutuhan, melainkan sebagai tujuan hidup. Dua hal yang
berbeda, antara ‘kebutuhan hidup’ dan ‘tujuan hidup’. Seseorang
yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, bisa saja ia akan
melakukan usaha yang keras bahkan melanggar aturan yang ada
agar kebutuhan hidupnya terpenuhi—walaupun kemudian ia harus
menerima hukuman atas apa yang ia langgar. Kebutuhan hidup
dapat saja berubah sesuai perkembangan, selama esensi dari
kebutuhan hitup itu tidak berubah. Berbeda dengan ‘tujuan hidup’
yang merupakan capaian akhir dari kehidupan yang harus ia
tanamkan dan dapatkan sejak kehidupan dimulai. Semua jalan akan
ditempuh untuk mencapai tujuan, jika ada yang berusaha untuk
menghalangi tujuan tersebut, maka tak jarang pertikaian dan
peperangan pun akan terjadi.

Sehingga beragama bagi banyak orang bukanlah hal yang biasa,
bahkan tak jarang menerobos sekat dan batas kemanusiaan. Doktrin
agama yang bersifat ilahiyah terkadang menegasikan nilai-nilai
insaniyah yang seharusnya menjadi bagian dari agama itu sendiri.
Allah menurun Islam melalui rasul-Nya Muhammad sebagai
petunjuk kepada umat manusia, di mana manusia memiliki amanah
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untuk dapat membangun hubungan dengan sesama (hablum
minannas) dan membangun hubungan dengan sang Khalig (hablum
minallah). Menuju Allah tidak seharusnya mengabaikan manusia,
menolak perbedaan, melainkan menjadikan Allah sebagai tujuan
dengan menjujung tinggi sunnatullah yang telah Allah tetapkan.

Disertasi ini merupakan awal usaha peneliti untuk memahami
kebutuhan dan tujuan manusia dalam beragama. Fenomena yang
terjadi di Aceh antara ulama dayah dan salafi-wahabi merupakan
pelajaran yang sangat mendalam, walaupun disertasi ini hanya
mampu memotret dari sedikit ilmu pengetahuan yang Allah berikan.
Kuasa terhadap otoritas keagamaan yang dimiliki setiap kelompok
bukanlah sesuatu yang dipahami secara absolut kebenarannya dan
dapat dipaksakan pada semua orang. Disertasi ini tidak akan
menjadi sebuah bacaan yang menarik secara ilmiah, jika penulis
tidak mendapatkan bimbingan, motivasi, arahan, dukungan moril
dan materil dari semua pihak. Izinkan melalui kata pengantar ini
peneliti menyampaikan ucapan takzim dan terimakasih tersebut
kepada;

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah
memberikan beasiswa melalui MORA Scholarship. Semoga
program ini kedepan menjadi lebih baik dalam menghasilkan
para pembelajar yang berkualitas dan berdidikasi tinggi.

2. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil Al Makin,
M.A., yang juga merupakan salah seorang dosen peneliti yang
menginspirasi dan membuka cakrawala berfikir mahasiswa-nya.
Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Abdul
Mustagim, M.Ag, Ketua Program Studi S3 Pasca Sarjana UIN
Sunan Kalijaga Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag, M.Ag, MA, Ph.D.
dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti sejak
pertama melanjutkan pendidikan doktoral ini hingga selesai.

3. Promotor, Prof. Dr. Irwan Abdullah, yang selalu memberikan
inspirasi dan motivasi setiap kali melakukan bimbingan.
Kendatipun ditengah kesibukannya yang luar biasa, setiap
waktu bertemu beliau adalah ruang inspirasi dalam setiap
tulisan disertasi ini. Ko-Promotor, Dr. Moch Nur Ichwan, MA,
yang setiap waktu membuka pintu rumahnya untuk berdiskusi.
Tidak sah rasanya jika bimbingan tidak datang ke kediaman
beliau, sama halnya juga dengan Prof. Irwan, kami berdiskusi
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panjang lebar hingga tengah malam untuk menemukan alur dan
gagasan dalam setiap pembahasan disertasi ini.

Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, MA, M.Phil, Ph.D, selaku
penguji yang membuat peneliti berdecak kagum dan kewalahan
dalam setiap masukannya yang sangat berarti. Saya akan
merindukan setiap saran dan masukan beliau dengan suara yang
sedikit tinggi yang kerap membuat peneliti ter-giang-ngiang
pada setiap proses revisi. Dr. Reza Idria, MA, selaku penguji
penulis yang sangat detil membaca setiap lembaran disertasi ini.
Masukan dan sarannya sejak ujian tertutup menjadikan peneliti
lebih hati-hati dalam menulis dan menyampaikan gagasan. Dr.
Najib Kailani, MA, selaku penguji yang banyak memberikan
masukan dan saran pada kajian teoritis. Kajian teoritis adalah
kelemahan yang harus segera peneliti perbaiki dan tingkatkan
dalam berbagai kajian akademis.

Para Narasumber/ informan peneliti, baik dari kelompok Ulama
Dayah, maupun salafi-wahabi, yang tidak penulis sebutkan
namanya satu-per-satu. Atas data, informasi dan sumbangan
ilmu pengetahuan yang telah diberikan—semoga Allah
membalas dengan kebaikan yang lebih besar.

Teman-teman Studi Islam angkatan tahun 2018, Mas Bayu,
Umam, Gus Ali Fikri, Kyai Bahrun, Gus Sule, Mas Kyai Dr.
Andi, Bu Dr. Eva, Romo Suryo, Romo Meran, Yadri, Ali, Cak
Ruru, Huda, Ifan. Ayo teman-teman Kita selesaikan segera Studi
S3 ini. Teman-teman seangkatan Pascasarjana, Kyai Harir
Muzaki, Rahayu Subakat, Nyai Itsla, Gus Miftah, Buya Dr.
Syamsul, Ustadz Wahyu Mulyadi, Gus Hamzah, Zainal, dan
Kyai Nasichin. Benaran gak seru S3 di Yogya tanpa kalian
semua...

Patriot, Cafee ilmiah yang kerap menghimpun para intelektual
dibawah binaan Prof. Irwan Abdullah. Di cafee ini kami
menyeduh ide-ide dan inspirasi melalui secangkir kopi gayo,
Prof Irwan mempertemukan banyak gagasan dan tokoh-tokoh
penting, tidak hanya untuk keilmuan tapi juga hubungan dan
jaringan. Kalian adalah bagian dari proses ini semua; Abu
Mugni, Kak Cut, Aa Riduwa, Syekh Fairusy, Kak Fira, Bang
Dedi, Bang Azwar, Akmal, dan Doto Masrizal. Begitu juga
Anomie Coffe, Warung Kopi Urban yang penuh inpirasi,
terimakasih mas Tomi (almarhum), semoga ini semua menjadi
amal jariyah yang dapat memberatkan amal timbangan
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kebaikan di akhirat kelak. Kelompok Diskusi Malam Sabtu.
Syekh Yaser Arafat yang selalu memandu dan menginspirasi
setiap gagasan dan guyonan yang disampaikannya, tidak
terkecuali untuk disertasi ini.

Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY) dan Himpasay,
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta. Kedua
lembaga ini kerap menjadi ruang diskusi peneliti sejak S2
dalam menelurkan ide-ide dan gagasan, dan tak jarang menjadi
penghibur dan pelepas kangen ketika rindu pada kampung
halaman. Kebersamaan bersama kalian akan terus dalam
ingatan.

IAIN Langsa. Para Pimpinanan, kolega, teman sejawat, teman
diskusi dan berbagai unsur yang telah menjadi bagian dari
kehidupan peneliti. Dukungan dan saran yang konstruktif selalu
menjadi langkah dimana peneliti dapat menyelesaikan program
studi ini.

Irwan Abdullah Scholar (IAS), adalah sarana inspirasi peneliti
dalam mengembangkan diri secara akademis dan membangun
kematangan diri dalam bersikap. Sulit untuk melupakan Prof
Irwan, mas Hasse, mas Saifuddin, mas Tagim, Bang Prof. Zai
dan para Anggle yang selalu ramah menyapa.

Para penghubung dan narahubung peneliti dalam menemukan
puzzle-puzzle data yang terserak dalam berbagai fenomena di
Aceh; Ustadz Mujtahid, Ustadz Edi Asyek, Noval, Alkaf, Ihsan,
Ifrizal, Zubir, Yusuf, Sehat, Fahrian, Ustadz Ramli, dan Eka.
Peran kalian sangat mempengaruhi ketersediaan data dalam
penelitian ini.

Ayahanda H. Husni Syam (Alm) dan Ibunda Hj. Bukhtariah,
sosok Ibu yang sangat penyabar dalam setiap waktu &
kesempatan. Doa mu yang selalu ku pinta, tak terkecuali
disetiap sambungan telpon, semoga kami semua anak-anak mu
dapat terus berbakti pada mu.

Istri tercinta Noni Deviana, S.Sos.l, keberadaan mu sangat
menentukan setiap waktu dan proses pendidikan doktoral ini.
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Muzayyan, Mumtaz el Afkar, Putroe Zamharira, dan Abdul
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telah menyita waktu kita bermain dan bersandau-gurau. Semoga
proses ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kalian
dimasa-masa yang akan datang.

Tidak ada yang dapat membalas kebaikan-kebaikan yang telah
bapak-1bu, rekan, teman, sahabat berikan dalam mendukung hingga
selesainya proses pendidikan doktoral ini. Semoga Allah membalas
kebaikan-kebaikan tersebut, dengan sebaik-baik kebaikan

Akhirnya, peneliti memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan
yang telah peneliti lakukan. Semoga ini semua menjadi amal jariyah
kita semua dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 26 November 2021

Peneliti,

NOVIANDY HUSNI
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Aceh merupakan provinsi yang memiliki latar historis yang berbeda

dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan
sekaligus kekhasan Aceh terejawantahkan di dalam kehidupan
masyarakatnya yang sarat dengan nilai-nilai keislaman sebagai
ghirah perjuangan terhadap pendirian Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Saat ini, kekhasan tersebut semakin menonjol
ketika masyarakat Aceh mengukuhkan teritori sebagai kawasan
berbasis syariat Islam.!

Dua dekade telah berlalu, ketika Aceh telah mendeklarasikan
pelaksanaan syariat Islam yang diiringi dengan berbagai peraturan
dan turunannya.? Ironi, dengan tenggang waktu 20 tahun penerapan
syariat Islam di Aceh belum berjalan sebagaimana diharapkan,
sehingga mengecewakan banyak kalangan ummat Islam di Aceh
sendiri, di samping juga menuai pro-kontra dalam pelaksanaannya di
lapangan.® Bahkan penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sangat
beresiko ketika kecenderungan praktik keagamaan menunjukkan
realitas yang kontra produktif dan intoleran terhadap progresivitas

! Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, ‘The Application of Islamic Law in
Indonesia; The Case Study of Aceh’, International Journal Of Indonesian Islam-
Australia, Vol 01, Number 01, June 2007 (2007); R. Michael Feener, Shari’a and
Social Engineering The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh,
Indonesia (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

2 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 44 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU RI Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU RI Nomor 18 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, yang melahirkan Kanun Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang
Peradilan Syariat Islam, UU No 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi dan
diganti dengan UU RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan
seterusnya di ikuti oleh UU RI pendukung lainnya

8 Constance Johnson, ‘Indonesia: Aceh Stoning Provision Deleted, Other
Shariah-Influenced Rules Controversial |Global Legal Monitor’, 2013
</Iwww.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-aceh-stoning-provision-
deleted-other-shariah-influenced-rules-controversial/> [accessed 23 January 2019].



ilmu pengetahuan kontemporer serta semangat humanisme dan
pluralisme postmodern yang mengusung empat tema sentralnya,
yaitu: demokrasi, globalisasi, HAM, dan gender.*

Tidak hanya karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih
belum mengakomodir kebutuhan masyarakat di sana, bahkan
pelaksanaannya pun masih cenderung bersifat politis dan tidak
subtantif dalam mengakomodir pemahaman keislaman komunitas
tertentu. Hal ini pula salah satu yang menjadikan pelaksanaan
syariat di Aceh sejauh ini, baru sebatas simbol-simbol yang masih
jauh dari substansi penerapannya. Aplikasi syariat Islam di Aceh
terlihat pada pengesahan ganun-ganun yang lebih menuntut
pelaksanaan syariat dari bawah, bukan sebaliknya dimulai dari para
pemimpin dan pelaksana tugas pemerintah. Hal ini mengesankan
ganun-ganun yang dilahirkan bagai pisau yang memotong ke
bawah, dan hanya berlaku pada masyarakat bawah.®

Lebih jauh dari itu penulis memandang pelaksanaan syariat di
Aceh saat ini sudah berada dalam ruang politik yang lebih luas
dibandingkan satu dekade sebelumnya. Peristiwa demi peristiwa di
Aceh mulai mengarah pada perseteruan dan perebutan wacana
publik dalam mengkonstruksi paham sosial-keagamaan di Aceh.
Oktober 2015 Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf digelari
‘Umar Bin Khattab akhir zaman” dalam demonstrasi yang
dilaksanakan oleh kelompok yang mengaku Ahl al-Sunnah al-
Jamad’ah (Aswaja) untuk menekan pergerakan Salafi- Wahabi.®
Demonstrasi ini berawal dari insiden keributan dalam pelaksanaan
shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, di mana

4 Candra Perbawati, ‘Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam
Perspektif Hukum Islam’, AL-’ADALAH, 12.2 (2015), 843-54 (p. 848); Anton
Jamal,dkk, ‘Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusi’, Istigro,
16.01 (2018), 103-38 (p. 106).

5 Hasil diskusi dan Wawancara, Alyasa‘ Abu Bakar (Guru Besar Hukum
Islam IAIN Ar-Raniry dan Tim Ahli Pansus XII DPR Aceh, Banda Aceh, 9
September 2011, dalam Noviandy, Hak Asasi Manusia Di Negeri Syariat
“Tinjauan Etika Politik Terhadap Rancangan Kanun Jinayah Di Aceh
(‘Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

®Ini Dia “Umar Bin Khattab” Akhir Zaman’, Serambinews.Com, 2015
<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/ini-dia-umar-bin-khattab-akhir-zaman.>.



kelompok yang mengatasnamakan FPI mengambil alih prosesi azan
Jumat menjadi 2 (dua) kali yang berbeda dengan biasanya. Tidak
hanya sampai di situ, mereka menginterupsi khatib untuk
menggunakan tongkat dan mengulang khutbah Jumat (mualat)’.
Langkah mendeklarasikan Wakil Gubernur Aceh kala itu sebagai
‘Umar bin Khattab akhir zaman merupakan usaha kelompok Islam
tradisional yang terdapat di Aceh yang selama ini diafiliasikan
dengan kelompok dayah. Usaha ini dilakukan tidak lain merupakan
upaya pelegalan pelarangan aktivitas kelompok Salafi-Wahabi yang
saat ini mulai mengakar di Aceh.®

Hal yang terjadi kemudian adalah maraknya perebutan dan
penyerangan Masjid yang dilakukan oleh kelompok dayah melalui
FPI yang tersebar di seluruh Aceh. Perebutan Masjid Al-1zzah di
Cot Seurani, Krueng Mane Aceh Utara (bukan Masjid
Muhammadiyah), penyerangan Masjid Tagwa Muhammadiyah
Bireun,” perebutan Masjid Bustanul Jannah, Ajun, Aceh Besar,
pengusiran pengajian kelompok Salafi-Wahabi di Masjid Al-Fitrah
Keutapang,®® Masjid Jabir al-Ka’by di Meulaboh* dan terakhir

" Mualat dalam prosesi khutbah jumat di Aceh diartikan dengan
bersambungnya aktivitas pembacaan rukun khutbah. Adapun rukun khutbah Jumat
terdiri dari; Puji-pujian kepada Allah, Shalawat kepada nabi, Wasiat atau nasehat
kepada kaum muslimin, membaca ayat al-Quran, dan ditutup dengan doa. Kelima
rukun khutbah tersebut diwajibkan dibaca secara bersambung tanpa berselang
dengan bahasa asing atau harus dibacakan dengan bahasa arab. Jika sudah diselingi
dengan bahasa asing selain bahasa arab, maka khatib harus mengulanginya
sebelum menutup khutbah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka khutbah jumat
dan prosesi jumat secara keseluruhan dianggap tidak sah

8 Kelompok Islam Tradisional yang penulis maksud dalam disertasi ini
adalah komunitas dayah atau pesantren tradisional yang tergabung dalam berbagai
organisasi, di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Rabithah
Thaliban Aceh, Himpunan Ulama Dayah Aceh, dan para santri dayah. Kelompok
ini menamakan dirinya dengan Pembela Aswaja dalam pengertian berakidah
Asy’ariyah dan Maturidiyah, beribadah sesuai dengan mazhab Syafi’i dan
bertasawuf dengan ajaran Imam al-Ghazali.

®Miswar Khairil, ‘Tragedi Samalanga dan Runtuhnya Kearifan’, Serambi
Indonesia (Banda Aceh, 2017) <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/tragedi-
samalanga-dan-runtuhnya-kearifan> [accessed 24 January 2019].

10 BBCNews, ‘Ustaz Firanda ditolak di Aceh karena “lebih cenderung ke
Wahabi”’, BBC News Indonesia, 14 June 2019, section Indonesia



keributan dan pengusiran penceramah yang dianggap bagian dari
kelompok Salafi-Wahabi di Masjid Oman*?> dan masih banyak
perebutan Masjid lainnya yang tidak tercatat oleh media. Belum lagi
penutupan dan pengusiran warga Salafi-Wahabi yang tergabung
dalam sebuah yayasan di Pekan Bada-Banda Aceh dan Pesantren
As-Sunnah di Lampeuneurut-Aceh Besar.’® Dan berbagai bentuk
diskriminatif lainnya berdasarkan pengakuan jamaah pengajian;
menghidupkan motor dengan suara keras, ejekan celana cingkrang
dan lain sebagainya.'*

Ditambah lagi dengan lahirnya fatwa Majelis Perwakilan
Ulama Provinsi Aceh® bahwa aliran Salafi-Wahabi'® merupakan

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48617536> [accessed 22 August
2019].

11 Acehtrend, ‘Tata Cara Ibadah dan Pengajian di Masjid Jabir Al-Ka’biy
Meulaboh’, AceHTrend.Com, 2019 <https://www.acehtrend.com/2019/08/08/tata-
cara-ibadah-dan-pengajian-di-masjid-jabir-al-kabiy-meulaboh/>  [accessed 21
August 2019].

12 ‘pemkot Banda Aceh Ambil Alih Kepengurusan Masjid Oman, Pasca
Pembubaran Pengajian Ustaz Farhan - Barometernews.Id’
<https://barometernews.id/pemko-banda-aceh-ambil-alih-kepengurusan-masjid-
oman-paska-pembubaran-pengajian-ustad-farhan/> [accessed 28 January 2020].

BFauzi Cut, ‘Terkait Peristiwa Di Lam Awee, Abdul Qadir Jailani: Saya
Difitnah’, AceHTrend.Com, 2016 <https://www.acehtrend.com/2016/04/01/terkait-
peristiwa-di-lam-awee-abdul-gadir-jailani-saya-difitnah/> [accessed 24 January
2019].

14 Rizky Dasilva, Pembakaran Tapak Masjid Tagwa Muhammadiyah, 2017.

BMPU Aceh, ‘Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09
Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman Dan Penyiaran Agama
Islam Di Aceh’ (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 2014)
<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/11/download-keputusan-mpu-aceh-
tahu>.

16 Salafi-wahabi merupakan gerakan keagamaan yang berbasis di Saudi
Arabia dengan pemikiran Muhammad ibn ‘Abd Wahhab (1703-1792), ia
terinspirasi dari dari ajaran Tagiy al-Din lbn Taymiyyah (1263-1328). Gagasan
Muhammad Ibn ‘Abd Wahhab dikembangkan sejak abad 18 berkomitmen
menjalankan ajaran Islam secara murni dan mendobrak berbagai takhayul-takhayul
dan praktik sufi yang dianggap bid’ah di kalangan masyarakat arab Khaled Abou
El Fadl, Sejarah Wahabi & Salafi: mengerti jejak lahir dan kebangkitan di era kita
(Serambi Ilmu Semesta, 2015); Noorhaidi Hasan, ‘The Salafi Movement in
Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development’, Comparative Studies
of South Asia, Africa and the Middle East, 27.1 (2007), 83-94 (pp. 89-90); David
Commins, ‘From Wahhabi to Salafi’, in Saudi Arabia in Transition, ed. by Bernard



aliran sesat, yang dilengkapi bentuk pemahaman dan praktik dalam
beribadahnya.'” Keberadaan dan kebebasan kelompok Salafi-
Wahabi semakin terdesak, walau tetap melaksanakan berbagai
kegiatan baik terbuka maupun tertutup. Bahkan kelompok Salafi-
Wahabi pun menantang kembali untuk berdebat secara terbuka
dengan MPU Aceh vyang telah mengeluarkan fatwa akan
kesesatan—tidak ada konfirmasi dari MPU sampai hari ini.!®
Kondisi ini mendesak MPU Aceh untuk melaksanakan muzakarah
Ulama seluruh Aceh,'® tentunya hal ini mengundang perhatian
berbagai kelompok Islam yang terdapat di Aceh yang memiliki cara
pandang yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Hasil keputusan
muzakarah tersebut juga terlihat lebih memihak pada cara pandang
kelompok dayah, di samping juga memberikan sedikit kelonggaran
kepada kelompok yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan
kelompok dayah.?

Secara kasat mata dan tersirat perseteruan yang terjadi adalah
antara kelompok dayah yang menggunakan tangan Front Pembela

Haykel, Thomas Hegghammer, and Stéphane Lacroix (New York: Cambridge
University Press, 2015), 151-66.

“MPU Sosialisasikan Fatwa Nomor 9/2014 - Serambi Indonesia’, 2014
<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/mpu-sosialisasikan-fatwa-nomor-92014>
[accessed 23 January 2019].

8Adam Haris, ‘Buku Putih Pembahasan IImiah Fatwa MPU Aceh No 9
Tahun 2014’ (Kelompok Salafi, 2014); Serambinews, ‘Ini Klarifikasi Salafi’,
Serambi Indonesia, 2014 <http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/ini-Klarifikasi-
Salafi> [accessed 23 January 2019].

19 Muzakarah Ulama adalah pertemuan para ulama untuk memperbincangkan
atau mendiskusikan permasalahan keagamaan yang sedang berlangsung dalam
masyarakat. Muzakarah Ulama se-Aceh bertujuan memberikan pemahaman yang
luas khususnya masyarakat Aceh, masyarakat muslim Indonesia pada umumnya,
terutama masalah furu’iyah ijtihadiyah. Pemahaman yang mendalam dan terbuka
terhadap perbedaan pendapat para ulama mazhab perlu dikembangkan di tengah
masyarakat, guna menghindari sifat pemaksaan kehendak, sikat saling fitnah, dan
saling menuduh tanpa dasar (dalil), serta klaim kebenaran satu kelompok terhadap
kelompok lain yang berbeda pandangan figh dan praktik ibadah. Tim, Muzakarah
Pemikiran Ulama Aceh, Il (Banda Aceh: Naskah Aceh & Dinas Syariat Islam,
2017).

2‘MPU ACEH | Ini Hasil Muzakarah Ulama Di MPU Aceh’, 2015
<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/10/27/30/ini-hasil-
muzakarah-ulama-di-mpu-aceh.html> [accessed 23 January 2019]; Tim.



Islam (FPI) Aceh berseteru dengan kelompok Salafi-Wahabi.
Namun di balik itu, penulis melihat menggelindingnya isu Salafi-
Wahabi yang semakin besar menyeret banyak hal dalam ruang
politik yang lebih luas. Salah satunya adalah penyeragaman
keyakinan, praktik ibadah, sosial-kegamaan dan lain sebagainya.
Tentunya hal ini menyeret banyak pihak, tidak hanya
Muhammadiyah, bahkan masjid pemerintah pun yang memiliki
ritual ibadah yang sudah dipraktikkan dari masa ke masa juga
menjadi sasaran perebutan massa.

Perebutan dan kontestasi otoritas kegamaan?' secara masif
terjadi pada level elit. Perebutan masjid, penyeragaman ritual
kegamaan, dan demontrasi penolakan Salafi-Wahabi hanya
penampakan dari fenomena dari luar saja. Jika kita merujuk pada
kondisi Aceh sebelum reformasi, atau beberapa dekade sebelumnya,
pemegang otoritas sosial-keagamaan masih bersifat tunggal.?

21 Otoritas Keagaman dalam rancangan penelitian ini, peneliti meminjam
gagasan Max Weber ‘a certain quality of an individual personality by virtue of
which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural,
superhuman, or at least specifically exceptional qualities’. Zulkifli Zulkifli, ‘“The
Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power’, MIQOT:
Jurnal IImu-llmu Keislaman, 37.1 (2013). Walaupun kemudian peneliti melihat
otoritas keagamaan di Aceh berkelindan dengan kekuasaan dengan meminjam
kajian teoritis yang digagas oleh Michel Foucault.

22 Kebijakan Sosial Keagamaan masyarakat Aceh cenderung merujuk pada
ulama dayah. Otoritas karismatik ulama dayah lebih kuat melekat pada budaya
masyarakat di sana sejak perkembangan dayah di Aceh abad ke 8, dalam Juhari
Juhari, ‘Respon Ulama Dayah Darussa’adah Terhadap Problema Sosial
Keagamaan Di Aceh’, Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan limu
Dakwah, 22.2 (2016): 80; Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang selama
berabad-abad dikuasai dan dikendalikan oleh kaum borjuis telah berubah menjadi
arena pertukaran pemikiran-pemikiran kritis yang tidak bisa lagi diklaim sebagai
milik perseorangan. Setiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dapat
mengartikulasikan ide-ide yang mereka miliki, baik secara langsung maupun tidak.
Habermas juga memandang ruang publik dalam pemahaman “a reaim of our
social life in which something approaching public opinion can be formed. Acces is
guaranteed to all citizens. A portion of the public sphere comes into being in every
conversation in which private individuals assemble to form a public body.” Tidak
berbeda apa yang didefinisikan oleh Charles Taylor, ruang publik merupakan
ruang bersama dimana setiap orang dapat bertemu melalui berbagai media dan
mendiskusikan banyak hal tentang kebutuhan mereka serta dapat membangun
banyak kesamaan dalam berfikir. Walaupun Habermas mendapat kritikan keras



Perkembangan Aceh pascareformasi, Tsunami, dan perdamaian
antara GAM dan menjadikan Aceh lebih terbuka. Putra-putri Aceh
mendapat kesempatan, baik secara mandiri maupun beasiswa untuk
melanjutkan pendidikan di berbagai universitas, baik di dalam
maupun di luar negeri. Wajah Aceh, suka tidak suka, mau tidak
mau, Aceh menjemput perubahan. Khususnya konstruksi paradigma
sosial-keagamaan dalam masyarakat Aceh. Kepulangan putra-putri
Aceh dari berbagai negara di belahan dunia dari menjemput ilmu
pengetahuan memberikan warna baru terhadap otoritas sosial-
keagamaan yang terdapat di Aceh. Khususnya para alumni Timur
Tengah yang memiliki konstruksi pemahaman sosial-keagamaan
yang berbeda dengan masyarakat Aceh secara umum.?® Pada
awalnya gerakan ini tidak berbasis pada masyarakat lokal. Hal ini
tak ubahnya sama seperti yang disampaikan oleh Alfian, pasca-
terjadi perseteruan antara Ulee Balang dengan Ulama dan
pembentukan gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) tahun
1920. Kekurangan kader ulama yang berparadigma modern sangat
dirasakan, bertebaranlah putra-putri Aceh ke berbagai daerah di
Indonesia hingga ke Timur Tengah untuk mendalami ilmu

dari Eickelman dan Salvatore yang tidak memasukkan agama dalam ruang publik.
Habermas mengabaikan gerakan pietisme (kesalehan) dan kebangkitan agama
yang begitu sukses terjadi, tidak hanya di Indonesia, Jerman serta di Skandanavia
dan negara-negara Protestan lainnya di Eropa Barat, dalam Jiirgen Habermas, The
Structural Transformation of the Public Sphere ‘An Inquiry into a Category of
Bourgeois Society’, trans. by Thomas Burger (Germany: MIT Press, 1989); Jugen
Habermas, ‘The Public Sphere: An Encyclopedia Article’, in Media and Cultural
Studies: Keyworks, ed. by Meenakshi Gigi Durham and Douglas Kellner,
Keyworks in Cultural Studies, 2, Rev. ed (Malden, MA: Blackwell, 2006), 73-78;
Charles Taylor, ‘Modernity and the Rise of the Public Sphere’, The Tanner
Lectures on Human Values, 14 (1992), 205-60; Dale F. Eickelman and Armando
Salvatore, ‘The Public Sphere and Muslim Identities’, European Journal of
Sociology, 43.1 (2002), 92-115.

23 Corak pemahaman sosial keagamaan alumni Timur Tengah juga berbeda-
beda, pemahaman para alumni al-Azhar Cairo memiliki kecenderungan yang lebih
moderat-walaupun juga terdapat pemahaman yang cenderung keras seperti
komunitas salafi-wahabi. Sedangkan alumni Saudi & Yaman cenderung
mengadopsi pemahaman  Salafi-Wahabi, lihat, Martin van Bruinessen,
‘Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the
“Conservative Turn” of the Early Twenty-First Century’, 2013, 1-20 (pp. 5-6).



pengetahuan agama yang pada akhirnya kembali ke Aceh yang
mendirikan dan mengajar di berbagai sekolah Islam modern.?

Sekembalinya para alumni Timur Tengah, memberikan
pemandangan yang berbeda bagi para anggota dan peserta pengajian
di berbagai tempat di Aceh. Jika sebelumnya yang mampu membaca
dan mensyarahi kitab-kitab Arab hanya dari kalangan kelompok
dayah yang sudah mengaji bertahun-tahun, saat ini selain dari
kelompok dayah pun memiliki kemampuan yang sama dalam waktu
yang relatif cepat. Penjelasan-penjelasan yang diberikan selalu
dengan argumentasi yang langsung berlandaskan al-Quran dan hadis
sehingga sangat memuaskan para peserta, pengakuan salah seorang
peserta pengajian.?®

Jika sebelumnya pengajian-pengajian di kampung dan kota-
kota seluruhnya diisi dan diasuh oleh kelompok dayah, hari ini
sebagian besar kelompok-kelompok pengajian kota, sebagian
kelompok pengajian di perkampungan diisi oleh kelompok non-
dayah. Tidak hanya itu, jika dulu semua kelompok pengajian diisi
dengan pengkajian mazhab Syafi’i dalam pemahaman figh,
Asy’artyah dalam pemahaman tauhid dan pendapat kelompok dayah
saja. Saat ini hal tersebut mengalami perubahan yang signifikan,
kelompok non-dayah mampu menghadirkan pemahaman berbagai
mazhab dalam kajian figh, dan berbagai pandangan dalam kajian
tauhid dan ilmu kalam. Fenomena ini yang kemudian menurut
penulis menjadikan kelompok dayah mendukung sepenuhnya Surat
Edaran PIt. Gubernur tentang Larangan Mengadakan Pengajian
Selain dari i’tigad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang Bersumber
Hukum Mazhab Syafi’lyah®® yang memanfaatkan kondisi sosial,
politik dan keagamaan di Aceh saat itu.

24 Alfian, ‘The Ulama in Acehnese Society; A Preliminary Observation’,
Southeast Asian Journal of Social Science, 3.1 (1975), 27-41 ( 30-35).

2 Wawancara, Fajriati (Umi Azkiya), Langsa, Januari 2018.

% Plt. Gubernur Aceh, ‘Surat Edaran No. 450/21770 Tentang Larangan
Mengadakan Pengajian Selain dari ’Itigad Ahl al-Sunnah al-Jama>’ah yang
Bersumber Hukum Mazhab Syafi’iyah’ (Pemerintah Aceh, 2019); aceh, ‘Apresiasi
Surat Edaran PIt. Gubernur Aceh, PDA Minta Kajian Menyimpang Dihentikan |
Rakyat Aceh’ <https:/harianrakyataceh.com/2019/12/26/apresiasi-surat-edaran-



Deskripsi uraian di atas menjelaskan keberadaan dua
kelompok keagamaan yang telah terpolarisasi ini terlihat lebih
cenderung membangun sikap intoleran dalam berkontestasi hingga
perebutan ruang publik. Baik kelompok tradisional dayah maupun
kelompok Salafi-Wahabi saat ini memiliki kekuatan massa,
walaupun dengan jumlah yang berbeda—Kkerap membangun image
Aceh yang tidak toleran dan pluralis. Hal ini lambat laun akan
menjadikan Aceh terus berada dalam pusaran konflik yang
berkepanjangan, dengan bentuk dan sifat konflik yang berbeda dari
konflik-konflik sebelumnya.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, terlihat bahwa kontestasi
otoritas sosial keagamaan kerap terjadi di Aceh. Baik kelompok
transnasional Salafi- Wahabi, maupun kelompok tradisional dayah
turut serta terlihat dalam kontestasi tersebut dan berujung pada
perseteruan. Kontestasi ini tidak hanya terjadi pada tataran jamaah
yang berada pada berbagai fasilitas keagamaan, namun juga menjadi
gejala sosial baru dalam masyarakat hingga pada ranah sosial politik
di Aceh. Dari berbagai fenomena yang terjadi satu dekade terakhir
ini, peneliti ingin menelaah beberapa hal yang sifatnya primer
sebagai berikut:
1. Mengapa terjadi kontestasi otoritas keagamaan antara
kelompok dayah dengan kelompok Salafi-Wahabi di Aceh?
2. Bagaimanakah bentuk konstruksi otoritas keagamaan
terbangun dalam setiap polarisasi kelompok tersebut?

plt-gubernur-aceh-pda-minta-kajian-menyimpang-dihentikan/> [accessed 6
February 2020]; ‘MABAB Apresiasi Plt Gubernur Terkait Penertiban Pengajian
Selain Ahl al-Sunnah al-Jama>’ah - Serambi Indonesia’
<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/28/  mabab-apresiasi-plt-gubernur-terkait-
penertiban-pengajian-selain-ahlussunnah-wal-jamaah> [accessed 6 February
2020]; ‘LDF Dukung Keputusan PIt Gubernur Aceh Larang Pengajian Selain
I’Tigad Ahl al-Sunnah al-Jama>’ah’, Bangkit bersama rakyat, 2019
<https://suaraindonesia-news.com/ldf-dukung-keputusan-plt-gubernur-aceh-
larang-pengajian-selain-itigad-ahlussunah-waljamaah/> [accessed 6 February
2020].
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3. Bagaimanakah kontestasi itu dilakukan oleh dan antar dua
kelompok yang terpolarisasi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian.
Pertama, secara umum penelitian ini akan bermanfaat dalam
memetakan perkembangan otoritas-otoritas ajaran Islam yang
berkembang hingga saat ini. Hal ini menjadi penting sebagai bahan
dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil dan menyusun
kebijakan di sana. Pada sisi yang berbeda penelitian ini juga akan
menjelaskan cikal-bakal konflik internal keagamaan Islam—
mengingat selama ini syariat Islam di Aceh merupakan solusi dari
konflik yang berkepanjangan di sana. Secara spesifik, penelitian ini
bertujuan:

1. Untuk dapat memberikan penjelasan apa yang menjadi
penyebab masyarakat secara keagamaan terpolarisasi serta
mengapa terjadi kontestasi dalam perebutan otoritas
keagamaan antar kelompok tersebut.

2. Untuk dapat menjelaskan konstruksi paradigma dan dinamika
antar kedua kelompok yang berkontestasi, baik itu kelompok
transnasional Salafi- Wahabi di Aceh, maupun kelompok
tradisional yang berkembang melalui lembaga dayahnya.

3. Untuk dapat menjelaskan bagaimana setiap kelompok yang
terpolarisasi ini berperan dan berstrategi, baik itu dalam
memanfaatkan relasi kuasa, maupun dalam berkontestasi
merebut ruang publik di Aceh.

D. Kajian Kepustakaan

Memperbincangkan Aceh dengan segala bentuk kontestasi otoritas
sosial keagamaan yang telah terjadi di dalamnya dari masa ke masa,
tidak terlepas dari keberadaan lembaga pendidikan Islam khas Aceh
‘dayah’. Begitu juga dengan perkembangan Salafi-Wahabi, yang itu
semua tidak terlepas karena Aceh memiliki ruang publik yang
membuka terjadinya kontestasi sosial keagamaan di sana. Kajian
kepustakaan ini peneliti membagi kepada empat bagian; 1)
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Perkembangan dayah, 2) Perkembangan Salafi-Wahabi, 3)
Kontestasi otoritas keagamaan di Aceh, dan 4) Kajian terhadap
ruang publik yang telah terjadi di Aceh.

1. Perkembangan Dayah

Karena keberadaan pesantren di Indonesia dengan berbagai
bentuk dan sebutannya merupakan genealogi dari sistem
pendidikan asli Indonesia.?” Eksistensi ulama dan dayah di Aceh
dari masa ke masa merupakan bagian yang sangat penting dari
sosial keagamaan itu sendiri. Peran ulama dengan otoritas yang
didapatkan melalui lembaga pendidikan dayah menjadikan mereka
dapat memposisikan dirinya dalam sosial keagamaan di tengah
masyarakat Aceh.?® Dayah juga menjadi bagian dari gerakan sosial
masyarakat Aceh dari berbagai periode, kemampuan kolektif
dalam melakukan kaderisasi secara alamiah dapat memahami
budaya dan lokalitas dimana mereka berada—memungkinkan
gerakan sosialnya lebih berjalan demokratis dan sarat nilai-nilai
pendidikan Islam.?® Dayah juga mengalami perubahan dan
pengembangan secara kelembagaan yang lebih profesional dan
mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat yang tetap dengan nilai-nilai Islam. Namun hal ini
menarik dayah untuk berada di bawah sistem pemerintah, justru
ditakutkan menghilangkan independensi peran yang telah
dilakukan selama ini. Keikhlasan, ketulusan, tunduk dan patuh
pada nilai-nilai agama dan ilmu akan sulit ditemukan dalam

21 Rusydy Zakaria, ‘Overview of Indonesian Islamic Education: A Social,
Historical and Political Perspective’ (unpublished Thesis, The University of
Waikato, 2007) <https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/2410>
[accessed 13 January 2020]; Azyumardi Azra, ‘Genealogy of Indonesian Islamic
Education: Roles in the Modernization of Muslim Society’, Heritage of
Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage (e-
Journal), 4.1 (2015), 85-114.

2 Muntasir, ‘The Social Role of Ulama Dayah to Aceh Society, Indonesia’,
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 23, Issue 1.1
(2018), 18-24.

2 Hanafiah Hanafiah, ‘Dayah Collectively as a Social Movement’,
International Journal of Human Rights in Healthcare, 11.1 (2018), 56-64.
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pendidikan sekuler.*® Dalam kajian yang lain disebutkan dayah
dapat mengejawantahkan nilai-nilai pendidikan dalam kearifan
lokal Aceh; nilai ta’abbudi, nilai akhlagi, dan nilai tabarruqi.
Nilai-nilai disampaikan dengan strategi tradisional, secara ikhlas,
reflektif dan tran-internal—hal inilah yang nantinya melahirkan
sikap ikhlas, takzim pada guru, kebersamaan, kerendahan hati,
kreativitas, toleransi, kemandirian, disiplin dan saling
menghormati.®* Oleh karena itu, kekerabatan yang terbangun
dalam pendidikan dayah memiliki ciri khas yang tumbuh dari akar
rumput berdasarkan kehendak masyarakat; Teungku (guru), santri,
orang tua, masyarakat sekitar, hingga pimpinan setempat.=2
Melihat pada pola dan manajemen kepemimpinan yang
diterapkan di lembaga pendidikan tradisional dayah dari waktu ke
waktu, lembaga ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya pola
kepemimpinan dan otoritas sosial di dayah bersifat tunggal yang
bertumpu pada pimpinan dayah, perkembangan kemudian
menuntut dayah untuk lebih dapat mendistribusikan otoritas pada
kepemimpinan kolektif. Baik otoritas dalam pengelolaan dayah
maupun pengembangan sosial keagamaan dalam masyarakat.®
Sistem kepemimpinan dayah dalam melakukan pengelolaan juga
terus berevolusi dengan gaya kepemimpinan yang lebih
partisipatif, konsultatif dan tidak melupakan instruktif.®* Hal ini
memang tidak terlepas bahwasanya keberadaan lembaga
pendidikan dayah di Aceh, baik yang sifatnya tradisional maupun

% Huwaida Huwaida, ‘Change and Development in The Acehnese Dayah
Salafi (A Case Study)’, Jurnal llmiah Peuradeun, 3.2 (2015), 279-94.

8 Abdul Hadi, ‘The Internalization of Local Wisdom Value in Dayah
Educational Institution’, Jurnal llmiah Peuradeun, 5.2 (2017), 189-200.

82 Azra, ‘Genealogy of Indonesian Islamic Education’.

3 Mukhlisuddin llyas, dkk, ‘Leadership Transformation; Study of Islamic
Boarding School (Dayah) in ACEH Province of Indonesia’, Journal of
Entrepreneurship Education, 22.2 (2019)
<https://www.abacademies.org/abstract/leadership-transformation-study-of-
islamic-boarding-school-dayah-in-aceh-province-of-indonesia-7811.html>
[accessed 12 January 2020].

3 Nasir Usman, Murniati Ar, and Marzuki Marzuki, ‘The Influence of
Leadership in Improving Personnel Performance at Traditional Islamic Boarding
School (Dayah)’, Jurnal Ilmiah Peuradeun, 4.2 (2016), 205-16.
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berbentuk madrasah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Aceh
itu sendiri.®* Begitu halnya pula keterbukaan lembaga pendidikan
dayah terhadap perempuan, banyaknya jumlah santri perempuan
yang memilih untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga
dayah—banyak melahirkan Teungku Inong (ulama perempuan)
yang dapat mendirikan dan berpartisipasi dalam pendidikan di
dayah, walaupun jumlahnya belum berbanding sama Teungku
(ulama laki-laki) dalam peran dan tanggungjawabnya.®® Nirzalin
memandang keberadaan Teungku dayah dengan otoritas yang
dimilikinya menjadi hal yang urgen dalam pengembangan sosial
keagamaan di Aceh.®” Bahkan tak jarang otoritas sosial keagamaan
menjadi pemahaman tunggal yang diyakini masyarakat Aceh.
Namun sejak akhir Orde Baru dan pascaorde Baru, kharismatik
Teungku dayah mengalami krisis di tengah masyarakat, seiring
dengan hancurnya politik Orde Baru di Indonesia.*® Namun, masih
menurut Nirzalin, seiring perkembangan sosial, politik dan
keagamaan yang berkembang di Aceh, karisma otoritas Teungku
dayah kembali terperbaiki melalui jaringan ideologi keilmuan yang
terus menerus berlangsung di berbagai dayah di Aceh. Tidak hanya
itu, modal politik Teungku dayah juga menjadi daya tawar dalam
kembalinya karisma otoritas sosial keagamaan.** Walaupun
kemudian ruang kontestasi otoritas sosial keagamaan di Aceh
semakin terbuka di ruang publik.

% Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, ‘Educational Practice: Lessons to Be
Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia’,
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 5.1 (2015), 29-48.

% Eka Srimulyani, ‘Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in
Contemporary Aceh’, Islam and the Limits of the State, 2016, 141-65.

87 Nirzalin Nirzalin, ‘Konsep dan Hirarkhi Teungku di Aceh’, Jurnal PASAI,
7.1 (2013), 172-92.

% Nirzalin Nirzalin, Ulama dan Politik di Aceh ‘Menelaah Hubungan
Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara’, | (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2012).

% Nirzalin Nirzalin, ‘Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku
Dayah di Aceh’, SUBSTANTIA, 20.2 (2018), 185-95.
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2. Perkembangan Salafi-Wahabi

Keterbukaan ruang publik pascareformasi merupakan celah di
mana kelompok gerakan transnasional menghidupkan kembali
embrio yang pernah ada di Aceh, jika tidak dikatakan identik sama
seperti Muhammadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh
(PUSA). Gerakan transnasional Salafi-Wahabi ini tidak bergerak
sendiri namun terkoordinir dengan rapi dengan tujuan memurnikan
ajaran Islam. Hal ini menjadi kebijakan politik luar negeri Arab
Saudi dalam pengembangan Salafi-Wahabi di dunia, salah satunya
adalah  Indonesia.”® Bahkan menurut Noorhaidi Hasan,
perkembangan Salafi di Indonesia telah mampu melampaui batas-
batas budaya dan politik di Indonesia-di samping mendapat
dukungan finansial yang melimpah dari kerajaan Saudi Arabia.*!
Tidak terkecuali di Aceh, kajian dan publikasi penelitian terhadap
kelompok transnasional Salafi-Wahabi yang berkembang di Aceh,
cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kajian terhadap
kelompok tradisional dayah. Banyak anggapan yang berkembang
di Aceh hingga saat ini, Muhammadiyah adalah Salafi-Wahabi
pertama yang ada di Aceh setelah gagasan modern Islam Aceh
yang dibawa oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Kajian
ini ditulis oleh Fauzi, di mana Muhammadiyah secara nasional
menegosiasikan salafisme dan modernisme dalam Islam,
sedangkan di Aceh Muhammadiyah menerapkan tajdidnya dengan
tetap membangun progresivitas Islam dan menghormati nilai-nilai
tradisional masyarakat Aceh dalam ganun di sana.*” Namun
pandangan terhadap Salafi-Wahabi menjadi momok menakutkan
dalam masyarakat Aceh, ini terbukti dari berbagai aksi dalam hal

40 Hasbi Aswar, ‘Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi
di Indonesia’, The Journal of Islamic Studies and International Relations, 1.1
(2016), 15-30.

41 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, militansi, dan pencarian identitas
di Indonesia pasca-Orde Baru (Jakarta: Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2008).

2 Niki Alma Febriana Fauzi, ‘The Tajdid Movement of Muhammadiyah in
Aceh “Negotiating Identity Between Salafism and Modernism™, Tarjih: Jurnal
Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 13.2 (2016), 155-70.
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ini adalah perebutan Masjid yang dianggap dikelola oleh aliran
Islam pendatang.*® Karena pada sisi yang lain, Himpunan Ulama
Dayah Aceh (HUDA) memandang kelompok transnasional Salafi-
Wahabi adalah kelompok keagamaan yang tidak berpegang teguh
pada salah satu mazhab talfiq (mencampuradukkan mazhab), dan
selalu menggunakan terminologi membid’ah-bid’ahkan kelompok
lainnya dan tidak sesuai dengan ajaran Ahl Sunnah wa al-
Jama’ah.** Sehingga di dayah sendiri dalam pengajian yang
dilakukan pada santri mengembangkan bahasan tentang kesesatan-
kesesatan yang dilakukan oleh kelompok transnasional tersebut,
termasuk organisasi Muhammadiyah.*® Namun menurut Idris dan
Sahlan, banyak dari Teungku-teungku di dayah cenderung
melakukan  simplifikasi  terhadap  Salafi-Wahabi, karena
pengetahuan dan interaksi dengan kelompok ini sangat terbatas
dan dihindari,*® walaupun keberadaan kelompok Salafi-Wahabi
saat ini di Aceh terus mengalami perkembangan, hal ini dibuktikan
dengan hadirnya berbagai lembaga pendidikan dari afiliasi
kelompok ini. Rasid Ritonga turut menelaah perkembangan Salafi
ini melalui lembaga pendidikannya di Aceh Tamiang, Pesantren
Al-Hidayah merupakan lembaga pendidikan yang digagas di ujung
Timur Aceh ini. Selain pengajarnya adalah orang-orang ‘“sunnah”
dan sepemahaman dalam memahami agidah islamiyah, dan
kurikulum yang disajikan memiliki kecenderungan pada

43 Marzuki Abubakar, ‘Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat
Islam Lokal di Aceh terhadap Aliran Islam Pendatang’, PENAMAS, 29.3 (2016),
359-72.

4 Khairil Miswar, ‘Wahabi Dalam Perspektif HUDA (Himpunan Ulama
Dayah Aceh) & Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh’
(UIN Ar-Raniry, 2019).

45 Ernita Dewi and Eka Januar, ‘A Comprehension Transfer of Wahabiyah in
Pengajian System in Dayah Tradisional Aceh’, Millati: Journal of Islamic Studies
and Humanities, 4.1 (2019), 35-52.

4 Mulyana Idris and Muhammad Sahlan, ‘Antara Salah Paham dan Paham
yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi’, SUBSTANTIA,
20.1 (2018), 80-89.



16

pemahaman bahasa Arab dan kajian Islam “sunnah”, tentunya hal
ini bertujuan untuk gerakan pemurnian dan “sunnah”.4’

3. Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh

Baik kelompok transnasional  Salafi-Wahabi  maupun
kelompok dayah memliki kadar otoritas sosial keagamaannya
masing-masing. Hal itu pula yang nantinya menjadikan konstestasi
tersebut berlangsung. Sebelum kajian kontestasi otoritas sosial
keagamaan Salafi-Wahabi yang akan menjadi kajian penelitian
penulis, telah banyak kajian tentang kontestasi sosial keagamaan
berlangsung di Aceh, terlebih lagi kajian Aceh pascakonflik dan
tsunami tahun 2004 telah menjadi bahan kajian dan terbuka ke se-
antero dunia. David Kloos mencatat bagaimana otoritas para ulama
digunakan untuk melawan penjajah Belanda dengan imajinasi
syahid dan keimanan yang membuat penjajah kalang-kabut.*®
Namun otoritas itu berubah dalam bentuk yang berbeda pasca
penerapan syariat Islam di Aceh. Otoritas sosial keagamaan
dengan pelaksanaan syariat terbangun secara masif, semua orang
memiliki otoritas menghakimi para pelanggar syariat.*°

Sedikit berbeda dengan Robert Michael Feener, konstruksi
otoritas sosial keagamaan di Aceh mengalami perubahan hingga

4 Mhd Rasid Ritonga, Reproduksi Salafi di Negeri Syariah: Studi Kasus
Pesantren Al-Hidayah Aceh Tamiang, dalam Memuliakan Keragaman
‘Pembentukan Kesalehan Artikulasi Islam Aceh’, ed. by Noviandy Noviandy and
Muhammad Alkaf, 1, 1st edn (Langsa: ZAWIYAH Serambi llmu Pengetahuan).

8 David Kloos [a], ‘A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in
Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942°, Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde,
A Crazy State, Vol. 170, No. 1, 2014 (2014), 25-65 (pp. 40-42).

4 David Kloos [b], ‘In The Name Of Syariah? Vigilante Violence,
Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia’, Cornell University Press,
Number 98, October 2014 (2014), 59-90; Lihat juga: David Kloos [a], ‘A Crazy
State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942’,
Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, A Crazy State, Vol. 170, No. 1,
2014 (2014), 25-65; David Kloos, Becoming Better Muslims: Religious Authority
and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia (the United Kingdom: Princeton
University Press, 2018); David Kloos Mirjam Kiinkler, ‘Studying Female Islamic
Authority: From Top Down to Bottom-Up Modes of Certification’, Asian Studies
Review, Vol. 40, No. 4, 2016 (2016), 479-490.
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saat ini. Perubahan otoritas tersebut tidak lagi terpusat pada ulama,
namun lebih didomininasi oleh para cendikiawan dan akademisi.
Hal ini terlihat pada struktur pemerintahan; guru, hakim, jaksa,
majelis ulama, dan berbagai lembaga profesional dan pendidikan.
Termasuk di dalamnya para alumni dayah yang telah menempuh
pendidikan formal.>® Sedangkan Ichwan menelaah kebedaraan
otoritas ulama pada MPU Aceh yang menghadapi resistensi dan
kerap tidak dijadikan rujukan oleh Gubernur Pemerintah Aceh
Irwandi-Nazar. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi,
baik itu ketika di keluarkannya Peraturan Gubernur No. 25. Tahun
2007 hingga penolakan pengesahan Qanun Jinayat Aceh—
mengesankan otoritas ulama dalam hal ini adalah MPU sangat
lemah.>! Dalam kajian yang lain, Ichwan melihat keberadaan MPU
memiliki kekuatan penuh power full dalam menyatakan otoritas
mana yang berhak ada dan berkembang di Aceh. Namun dalam
kajiannya tentang Neosufisme dan Gerakan Tauhid Tasawuf di
Aceh hal ini menjadi berbeda. Pengecualian ini tidak terlepas dari
4 hal yang melatarbelakanginya; keturunan, dukungan para ulama,
keilmuan yang mampu mengintegrasikan antara Syariah dan
tasawuf, dan terakhir dukungan politik dan massa®?

Dalam kajian otoritas sosial keagamaan pada perempuan di
Aceh yang dapat memimpin lembaga pendidikan keagamaan dan
berkontribusi dalam ruang publik, tidak lain mereka yang
mengkombinakan ijazah mereka. ljazah dari lembaga pendidikan

% R. Michael Feener, ‘Muslim Religious Authority in Modern Asia:
Established Patterns and Evolving Profiles’, Asian Journal of Social Science, 42.5
(2014), 50116 (p. 512).

51 Moch Nur Ichwan, ‘Official Ulema And The Politics of Re-Islamization:
The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in
Post-New Order Aceh’, Journal of Islamic Studies, 22.2 (2011), 183-214 (pp.
205-10).

52 Moch Nur Ichwan, ‘Neo-Sufism, Shariatism, and Ulama Politics: Abuya
Shaykh Amran Waly and the Tauhid-Tasawuf Movement in Aceh’, in Islam,
Politics and Change : The Indonesian Experience after the Fall of Suharto, ed. by
Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein (Leiden: Leiden University Press (LUP),
2016) <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38574> [accessed 23 January
2020].
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dayah dan dari lembaga pendidikan formal. Menurut Mariam
Kunker dan David Kloos, hal ini yang menjadikan perempuan
memiliki otoritas sosial keagamaan yang sama dengan laki-laki di
samping dukungan adat dan konstruksi kesetaraan gender yang
berkembang.>® Dalam penelitian yang lain, Kloos menuliskan
kisah dua perempuan Aceh; Umi Rahimun dan Umi Hanisah.
Kedua perempuan juga memiliki kolaborasi dua ijazah—
kolaborasi dua ijazah ini pula yang menjadikan keduanya dapat
mengkonstruksi otoritasnya dalam ruang sosial keagamaan dan
membela kaumnya.**

Berangkat dari berbagai kajian di atas, khususnya dalam topik
kajian kontestasi otoritas sosial keagamaan, peneliti akan
mengetengahkan kajian yang berbeda dengan kajian sebelumnya.
Tulisan ini akan menelaah pada pertarungan dan perebutan otoritas
sosial-keagamaan yang telah terjadi antara kelompok tradisional
yang diwakili oleh kelompok dayah dengan kelompok
transnasional Salafi-Wahabi di Aceh. Kelompok transnasional ini
banyak terindikasi dari para alumni non-dayah, alumni Timur
Tengah, dan alumni dayah sendiri yang telah mengecap pendidikan
formal dan luar negeri.

Aceh tempo dulu tentunya berbeda dengan Aceh saat ini,
terlebih lagi Aceh pascakonflik dan tsunami tahun 2004.%°
Pelaksanaan syariat Islam pun memasuki babak baru yang
merupakan bagian dari buah perdamaian yang tertuang dalam
MoU Helsinki. Kontestasi perebutan otoritas sosial keagamaan pun
tidak bisa dihindari dalam fenomena Aceh baru dewasa ini. Islam
kultural yang merupakan akar sejarah di Aceh pun mengalami
resiliensi dengan berbagai konstruksi pemahaman Islam baru yang
mulai satu dekade terakhir ini berpenetrasi kuat di sini. Tentunya
kehadiran kontruksi paradigma Islam baru di Aceh bukan tanpa
alasan—bahkan kelompok ini mengklaim memiliki akar sejarah

58 Mirjam Kunkler, p. 482.

% David Kloos, ‘The Salience of Gender: Female Islamic Authority in Aceh,
Indonesia’, Asian Studies Review, VOL. 40, NO. 4 (2016), 527-544.

5 Feener, Shari’a and Social Engineering..., 201.
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tersendiri. Lebih dari pada itu, perseteruan tidak hanya pada level
wacana, namun juga pada perebutan massa yang tak jarang
berakhir dengan bentrokan dalam mempertahankan pemahaman.

4. Ruang Publik Aceh

Ruang publik menurut Habermas tidak dapat dijadikan arena
eksklusif aliran atau kelompok tertentu. Sesuai definisinya, ruang
publik tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi
yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif
sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat
berlangsung®. Warga negara yang dimaksudkan di sini tentu saja
juga mencakup warga agama. Warga agama juga berhak
menyatakan opini mereka di ruang publik, karena gagasan warga
agama dapat didiskusikan secara rasional sebagai yang berpotensi
memiliki isi kognitif. Tradisi agama memiliki kekuatan spesial
untuk mengartikulasikan isi moralitasnya.

Feener memandang ruang publik Islam di Aceh terfokus pada
syariat Islam—pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak terlepas
pada hubungan antara keagamaan dan kepemimpinan politik di
sana. Kedua hal inilah yang membentuk ruang publik Islam di
Aceh.®” Tidak berbeda dengan Kingsbury, ruang publik di Aceh
ketika konflik, GAM sendiri tidak bisa keluar dari narasi Islam
sebagai ruang publik—terbukti seluruh anggota GAM berpaham
Sunni dan siap menegakkan syariat Islam.>® Karena keberadaan
ulama yang memiliki basis dayah di seluruh Aceh telah

% Francisco Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara
Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2009), 134.

5" R. Michael Feener, ‘Introdution; Islamic Law in Indonesia: Formation of a
Modren Tradition’, in Islamic Law in Contemporary Indonesia: ldeas and
Institutions (Cambridge: Islamic Legal Studies Progam, Harvard Law School,
2007), 223..

%  Damien Kingsbury, ‘The Free Aceh Movement: Islam and
Democratisation’, Journal of Contemporary Asia, 37.2 (2007), 16689 (p. 172).
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menanamkan ruang publik ini jauh hari sebelum konflik Aceh
berlangsung.>®

Walaupun kemudian ruang publik Islam yang selama ini diisi
oleh dayah, turut diwarnai dengan terbentuknya madrasah sejak
awal abad 20. Madrasah menawarkan pendidikan yang lebih
modern dengan mengkolaborasikan nilai-nilai religiusitas dan
sekular.?® Kehadiran madrasah ini juga didukung oleh Persatuan
Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dengan harapan dapat lebih
mengembangkan motode berfikir umat Islam di Aceh.®*

Namun pada masa konflik berlangsung ruang publik Islam
cenderung dialamatkan keberadaan perempuan. Selain perempuan
menjadi korban konflik, baik itu dampak konflik oleh GAM,
korban kekerasan seksual oleh militer, juga menjadi korban
penindasan agama yang dilakukan oleh ulama.®® Padahal pada era
orde baru eksistensi ruang publik Islam belum begitu berkembang
luas. Orde reformasi membuka tabir dan eksistensi ruang publik
kepada pemerintah, tidak terkecuali Aceh yang menjadikan
momen tersebut dengan menerapkan syariat Islam.%

5% Michael Feener, Sharia and Its Limits, dalam R. Michael Feener, ‘State
Shari‘a and Its Limits’, Islam and the Limits of the State, 2016, 1-23 (p. 4).

8 Marzuki Marzuki, ‘Diniyah in Public Schools: A Model of Islamic
Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh Indonesia’,
Jurnal limiah Peuradeun, 4.1 (2016), 15 (p. 17).

81 Feener, Shari’a and Social Engineering.., 66—69.

62 Noerdin memandang ruang publik di Aceh tidak menguntungkan
keberadaan perempuan. Suasana konflik, perempuanlah yang sangat berdampak
konflik yang diakibatkan oleh GAM, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan
oleh militer, bahkan menjadi korban politik ruang publik Islam ketika syariat Islam
mulai diserukan ke publik dan dilegitimasi oleh Ulama. Edriana Noerdin, Politik
Identitas Perempuan Aceh, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Women Research Institute,
2005), 3-4.

83 Azyumardi Azra, ‘Political Islam in Post-Soeharto Indonesia’, in Islamic
Perspectives on the New Millennium, ed. by Amin Saikal and Virginia Hooker
(ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2004), 133-49 (p. 138)
<https://www.cambridge.org/core/books/islamic-perspectives-on-the-new-
millennium/political-islam-in-postsoeharto-
indonesia/CCED8F91908905DA1FF0515308EE4D78> [accessed 4 September
2020]; M. Zainal Anwar, ‘Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia: Pendekatan
Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik’, Millah, 10.2 (2011), 191-212 (p.
194).
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Pascagempa dan tsunami melanda, Aceh mengalami
perubahan yang sangat luar biasa, tidak hanya politik, sosial,
budaya hingga pemikiran keagamaan pun turut terjadi.®* Pada saat
itu juga dikabarkan terjadinya upaya kristenisasi besar-besaran
yang diakibatkan oleh kemiskinan dan merebaknya pengangguran.
Tidak hanya itu, pascatsunami juga terjadi peningkatan interaksi
dengan lawan jenis, pelaku khalwat dan zina terus bertambah. Ini
tidak lain terjadi karena keterbukaan Aceh pascakonflik dan
tsunami menjadikan Aceh sebagai pusat interaksi para pencari
kerja, dan masuknya budaya Barat dan globalisasi.®® Hal ini
disadari oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang pimpin oleh Illiza
Sa’aduddin Jamal, usaha untuk mengampanyekan syariat Islam
mulai terus dilakukan.®® Walaupun dalam ruang publik terjadi
kritik dalam menggunakan term ‘syariat Islam’ karena term ini
dipahami dan dilaksanakan secara parsial, syariat Islam harus
dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan term ‘Syariat
Islam Kaffah’. Ini juga merupakan bentuk kritik dari para ulama
yang diwakili oleh Waled Nu (Nur Zahri) Ketua Himpunan Ulama
Dayah Aceh (HUDA) kepada pemerintah yang melaksanakan
syariat Islam dengan tidak sempurna. Masih menurut Idria,
padahal pihak GAM sendiri serta para intelektual Aceh memahami
implementasi syariat Islam yang diberikan pemerintah pusat
hanyalah sebatas alat politik.2” Karena Hasan Tiro tidak
menyatakan secara khusus Aceh harus dijadikan daerah

6 Moch Nur Ichwan, ‘Alternative to Shariatism: Progressive Muslim
Intelectuals, Feminist, Queers and Sufis in Comtemporary Aceh’, in Regime
Change, Democracy And Islam The Case Of Indonesia (Leiden: Universiteit
Leiden, 2013), 354 (p. 137) <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/
assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/jeugdrecht/irpfinal20132.pdf>.

8 David Kloos, ‘Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The
Dynamics of Vigilante Violence in Aceh’, in Regime Change, Democracy and
Islam: The Case of Indonesia (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 354 (p. 217).

8 Kloos, ‘Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs..., 223.

87 Reza Idria, ‘Cultral Resistance to Shariat Ism in Aceh’, in Regime Change,
Democracy and Islam: The Case of Indonesia (Leiden: Universiteit Leiden, 2013),
354 (186-87).
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bersyariat—melainkan masyarakat Aceh harus memiliki jiwa
nasionalisme.®®

Terbentuk perebutan ruang publik dalam gerakan Islam pun
terjadi, bahkan menurut Ansor kontestasi di ruang publik Islam
yang yang berlangsung tidak hanya antara Islam dan sekular saja.
Melainkan terjadi kontestasi antara sesama eksponen gerakan yang
menggunakan Islam sebagai legitimasi gerakan.®® Tidak terkecuali
perbuatan ruang publik yang saat ini sedang berlangsung di Aceh
antara dayah dan Salafi-Wahabi.

E. Kerangka Teoritis

Diskursus otoritas sosial keagamaan dalam berbagai kajian ilmiah
tidak terlepas dari berbagai analisa dilatarbelakangi oleh kajian-
kajian teoritis. Penggunaan berbagai kajian teoritis oleh para peneliti
dalam menganalisa berbagai fenomena otoritas sosial keagamaan
yang berlangsung tentunya bukan tanpa alasan. Sebuah fenomena
penggunaan otoritas yang terjadi merupakan penampakan yang
terdapat di baliknya, bisa saja hal itu dikonstruksikan oleh aktor,
ajaran, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
objektivitas peneliti akan diuji dalam menentukan dan menggunakan
teori yang digunakan.

Sebelum lebih jauh, penulis merasa penting untuk
menjelaskan bahwasanya penulisan disertasi menelaah tentang
Kontestasi Otoritas Keagamaan yang terjadi antara Ulama Dayah
dan Salafi-Wahabi. Konteks ulama dayah dalam penelitian ini
merupakan kelompok tradisional Islam yang telah berkembang lama
dari masa ke masa di Aceh. Sedangkan Salafi-wahabi merupakan
kelompok gerakan transnasional Islam yang mulai berkembang di
dunia, dalam berbagai kajian ilmiah dunia kelompok salafi-wahabi

68 Ahmad, ‘The Application of Islamic Law in Indonesia; The Case Study of
Aceh’, 155.

8 Muhammad Ansor, ‘Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public
Sphere in Post-Reform Indonesia’, Studia Islamika, 23.3 (2016), 471-515 (p. 472).
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ini dikenal dengan gerakan salafisme.”® Penulis menggunakan frasa
salafi-wahabi dalam disertasi ini merujuk pada konsep emik dan etik
dalam penelitian lapangan. Secara emik kajian ilmiah yang telah
dilakukan di berbagai belahan dunia; Maroko,”* Mesir,’> Tunisia,
Bosnia, Pakistan dan Indonesia,”® Ghana,’* Syiria,” Saudi,
Malaysia,”” Belanda,’® dan berbagai kajian lainnya menggunakan
frasa Salafi. Secara etik penulis menggunakan frasa wahabi, frasa ini
adalah frasa yang dikenal luas di Aceh yang menunjukkan kelompok
salafi. Bagi masyarakat, frasa salafi dapat digunakan untuk
menjelaskan keberadaan komunitas ulama dayah yang tersebar di
Aceh. Oleh karena itu penulis menggabungkan dua frasa salafi-
wahabi, baik secara etik yang berkembang di Aceh, maupun secara
emik dalam kajian ilmiah.

Dalam melihat dan menelaah fenomena ini di Aceh, peneliti
menggunakan tiga kajian teoritis dalam penelitian ini.

70 Mohamed Bin Ali and Muhammad Saiful Alam Shah Bin Sudiman,
“Salafis and Wahhabis: Two Sides of the Same Coin?,” Www.Rsis.Edu.Sg, last
modified Oktober 2016, accessed December 5, 2021, https://www.rsis.edu.sg/rsis-
publication/rsis/co16254-salafis-and-wahhabis-two-sides-of-the-same-
coin/#.YaxZY9JBzIW.

' Lahouari Addi, ‘Islam Re-Observed: Sanctity, Salafism, and Islamism’,
The Journal of North African Studies, 14.3—4 (2009), 331-45.

2 J. Hoigilt and F. Nome, ‘Egyptian Salafism in Revolution’, Journal of
Islamic Studies, 25.1 (2014), 33-54.

 William Racimora, European Parliament, and Directorate-General for
External Policies of the Union, Salafist/Wahhabite Financial Support to
Educational, Social and Religious Institutions: Study (Luxembourg: EUR-OP,
2013) <http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:BB3113945:EN>
[accessed 17 November 2021].

™ Qusman Murzik Kobo, ‘Shifting Trajectories of Salafi/Ahl-Sunna
Reformism in Ghana’, Islamic Africa, 6.1-2 (2015), 60-81.

® Farah El-Sharif, ‘The Rhetoric of Twentieth-Century Damascene Anti-
Salafism’, Contemporary Levant, 5.2 (2020), 113-25.

® David Commins, ‘Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political,
Economic and Religious Change’, in From Wahhabi to Salafi, ed. by B Haykel, T
Hegghammer, and S Lacroix (Cambridge: Cambridge University Press, 2015),
151-66; David Dean Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, 2006.

" Mohd Rizal Yaakop and Asmady Idris, ‘Wahabi Doctrine in Malaysia-
Saudi Relations’, SSRN Electronic Journal, 2010.

8 Martijn de Koning, ‘The Moral Maze: Dutch Salafis and the Construction
of a Moral Community of the Faithful’, Contemporary Islam, 7.1 (2013), 71-83.



24

Memperbincangkan kontestasi otoritas tidak terlepas dari bangunan
otoritas itu sendiri dan hal-hal yang menopang keberadaan otoritas
tersebut.” Secara lebih detil proyek penelitian disertasi mengambil 3
(tiga) lokus penelitian; pertama, ruang publik keagamaan yang
memperebutkan sarana dan fasilitas ibadah. Kedua, kebijakan
publik, dimana kedua kelompok yang berseteru mencoba
mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Lokus penelitian dalam
pembahasan ini berada pada kajian kebijakan pemerintahan.
Sedangkan ketiga, perebutan massa dalam merebut atau
meneguhkan otoritas keagamaan masing-masing pihak yang
berkontestasi. Kajian dalam lokus penelitian ketiga ini cenderung
menelaah peran agensi dan massa dalam menyahuti kebutuhan
sosial keagamaan dan arah politik lokal. Berangkat hal di atas
pengkajian dalam disertasi ini akan menggunakan teori Religious
Authority yang digagas oleh Max Weber dan Kuasa Wacana
Kuasa/Pengetahuan yang dicetuskan oleh Michael Foucault, dan
Habitus yang digagas oleh Piere Bourdieu. Ketiga teori tersebut
dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Konstruksi Otoritas Sosial Keagamaan Masyarakat Aceh

Tidak mudah untuk dapat melihat bagaimana konstruksi sosial
keagamaan yang terbangun atau dibangun oleh para pemegang
otoritas yang telah terpolarisasikan. Konstruksi otoritas tersebut
tidak dibangun dalam waktu yang cepat sehingga terbangunnya
loyalitas, nilai sosial, spritual maupun ashabiyah. Dalam
pembahasan ini peneliti akan meminjam kajian teoritis yang telah
dikembangkan oleh Piere Bourdieu, dengan teori Habitus, Modal
ditambah Arena yang kemudian menghasilkan Prilaku (Habitus x
Modal + Arena = Perilaku). Karena setiap kelompok memiliki latar
belakang, kebiasaan dan penggunaan-penggunaan otoritas dengan
bentuk dan gaya yang berbeda-beda.

™ Durkheim memandang agama adalah konstruksi yang dibangun oleh
manusia itu sendiri melalui berbagai unsur kebutuhannya, karena itu otoritas tidak
berdiri dengan sendirinya, Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (Oxford
University Press, 1996), 134.
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Habitus umpamanya, habitus merupakan struktur mental atau
kognitif, hal ini akan menghubungkan setiap anggota kelompok
yang terpolarisasi tersebut dengan relasi sosialnya. Struktur-
struktur tersebut terbangun dari berbagai proses logika, mental dan
dari lingkungan sekitarnya yang menginternalisasikan hal-hal
tersebut pada dirinya. Hal ini kemudian membentuk seseorang
untuk dapat merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan
mengevaluasi dunia sosial mereka. Habitus dapat menjadi sistem
kecenderungan yang embodied, berpindah-pindah sesuai dengan
pengalaman masa lalu seseorang—Dberfungsi sebagai sumber
persepsi, aksi, dan memungkinkan pencapaian yang tak terbatas
dan berubah-ubah.®’ Habitus setiap agen atau kelompok tentunya
memiliki perbedaan yang disebabkan oleh berbagai hal yang
melatarbelakangi dan mengitarinya.

Sedangkan arena adalah bagian dari kajian penting dalam
melihat agen dan struktur yang terbangun dalam ruang kontestasi.
Secara lebih simpel arena akan memperlihatkan bagaimana
hubungan yang dibangun agen-individu maupun lembaga
pendidikan dalam berinteraksi. Seorang individu atau lembaga
dalam berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat, tidak
terlepas dari arena semi otonom yang dimilikinya, seperti
keagamaan, ekonomi, kesenian dan budaya. Arena-arena semi
otonom ini memiliki konstruksi logikanya tersendiri yang berusaha
membangkitkan semangat atau keyakinan para agennya yang
sangat berhubungan dengan arena di mana mereka berada. Arena
dalam pandangan Bourdieu adalah ruang di mana pertarungan dan
kompetisi ini berlangsung, ruang ini melibatkan berbagai jenis
modal-modal kapital seperti, modal ekonomi, modal kultural
(pengetahuan), modal sosial (relasi individual) dan modal simbolik
(kehormatan).8! Seorang agen atau lembaga dalam arena akan

8 Ppjere Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, trans. by Richard Nice,
XXVIII  (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 72 <https://b-
ok.cc/book/2363468/a8cal7?dsource=recommend> [accessed 1 February 2020].

8 Piere Bourdieu, Arena Produksi Kultural ‘Sebuah Pengkajian Sosiologi
Budaya’, trans. by Yudi Santosa, Il (Yogyakarta: Kreasi Wacara, 2012), 72.
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sangat ditentukan oleh modal yang dimilikinya. Kedua kelompok
yang telah terpolarisasi dalam penelitian tentunya memiliki
berbagai modal, baik yang telah melekat pada mereka—maupun
modal yang sedang diproduksi untuk mencapai berbagai cita-cita
kelompoknya.

Terakhir adalah distinction merupakan salah satu konsep yang
dikaji oleh Bourdieu, distinction secara bahasa dipahami sebagai
pembeda. Distinction dalam makna sosiologis yang digagas
Bourdieu tidak hanya dalam pengertian sebagai pembeda, namun
juga masuk dalam pemahaman yang lain, seperti perlawanan,
pengakuan, atau menunjukkan posisi dan lain sebagainya.
Distinction tidak dapat dilakukan atau terjadi begitu saja,
distinction itu dapat dibangun sebagaimana habitus dan arena yang
diciptakan dengan berbagai modal yang dimiliki setiap
kelompok.®? Distinction dengan berbagai prinsip dan modal yang
dimiliki setiap individu atau kelompok dapat menjadi karakter dan
dipaksakan pada habitus yang lebih luas. Hal ini sebenarnya yang
kemudian menjadi fenomena pada akar rumput, hal membedakan
menjadi kekuatan sekaligus respons terhadap intoleransi yang
terjadi di Aceh saat ini.

2. Wacana/Kuasa dalam Polariasi Gerakan Keagamaan
Sebuah wacana pengetahuan yang dikembangkan oleh siapa
pun atau kelompok apa pun, ia tidak terbangun dengan sendirinya.
Seorang pemegang otoritas akan menggunakan otoritas yang
dimilikinya untuk mengkonstruksikan wacana pengetahuan yang
diyakininya. Dalam melihat konstruksi wacana/pengetahuan ini,
peneliti akan meminjam kajian teoritis yang dikembangkan
Michael Foucault tentang wacana kuasa/pengetahuan yang tidak
terlepas dengan pemegang otoritas dalam tiga bentuk otoritas yang
digagas oleh Max Weber yang ada pada kajian teori selanjutnya.
Pemegang otoritas dari setiap kelompok yang terpolarisasikan akan

82 pierre Bourdieu, Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste,
trans. by Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 243.
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mengkonstruksikan otoritasnya melalui wacana-wacana, tidak lain
adalah untuk mempertahankan keberadaan otoritas yang
dimilikinya. Foucault memandang bahwasanya pengetahuan
merupakan cara seseorang memaksakan sesuatu pada orang lain,
tanpa memberi kesan berasal dari pihak tertentu. Modal simbolik
atau modal kultural yang dimiliki pemegang otoritas akan semakin
menguat Kketika kriteria ilmiah dalam sebuah wacana dapat
dibangun dalam konstruksi pengetahuan yang diberikan.®

Dalam pandangan Foucault kekuasaan bukanlah milik subyek
tertentu melainkan ada dalam diri setiap orang sebagai strategi,
sehingga akhirnya kekuasaan itu ada di mana-mana. Konsep
kekuasaan yang tersebar menjadi sebagai strategi yang dapat
dijalankan oleh setiap orang dari dalam dirinya sendiri sejak ia
memiliki kehendak untuk mengetahui. Kekuasaan akan bekerja
menurut Kkuatnya perbedaan-perbedaan yang ada. Kekuasaan
menjadi ada karena banyaknya perbedaan. Dalam banyak
perbedaan dapat dibangun relasi atau jaringan sehingga melalui
jaringan itu kekuasaan muncul. Dan karena perbedaan-perbedaan
ini, maka kekuasaan dapat beroperasi melalui Normalisasi
(Menjaga) dan Regulasi (Melarang-Menghukum). Menjaga dan
Menghukum, tidak ditempuh sebagai cara-cara untuk menindas
apalagi hal-hal kekerasan, tetapi sebagai tindakan pendisiplinan
untuk mencegah pihak-pihak lain ketika ada praktik dominasi
terhadap pihak lain pula.®

Oleh karena itu, penulis memandang bahwasanya otoritas
menjadi unsur yang sangat penting di bawah klaim-klaim ilmiah
yang dikonstruksikan. Konon lagi halnya wacana kebenaran ilmiah
yang ditawarkan didesain dalam ruang metafisik—meningkatkan
kredibilitas sebuah otoritas dan penerimaan wacana pada ruang
publik. Kebenaran metafisik diyakini sebagai bentuk peneguhan
dari berbagai jenis kebenaran menuju pengetahuan agama dalam

8 Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Dominasi’
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 13.

8 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-
Strukturalis (Yogyakarta: KANISIUS, 2016), 12-14.
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ruang empiris.®® Kontestasi otoritas yang terjadi di Aceh tidak
terlepas dari pemegang otoritas dan wacana pengetahuan yang
berkembang di sana. Pemegang otoritas dapat mereduksi,
mengeliminasi, menolak terhadap wacana yang berkembang
dengan wacana yang ia kembangkan.

3. Tipologi Otoritas Keagamaan di Aceh

Untuk melihat tipologi otoritas keagamaan yang menjadi
pegangan para pemilik oritas di Aceh, peneliti meminjam konsep
otoritas keagamaan yang dikembangkan oleh Max Weber. Ada tiga
bentuk konstruksi otoritas yang ditemukan dari teori Weber;
otoritas kharisma, otoritas tradisional, dan otoritas legal formal.®
Ketiga bentuk otoritas ini menurut Weber tidak terkonstruk dengan
sendirinya serta memiliki bentuk dan sifathya masing-masing.
Baik kelompok tradisional dayah mapun kelompok transnasional
Salafi-Wahabi akan menjadikan bentuk-bentuk otoritas dalam
menancapkan pengaruh untuk mendapatkan loyalitas dari para
jamaahnya. Otoritas yang terbangun dengan kharisma umpamanya,
karisma menurut Weber merupakan anugerah yang tidak

& Michel Foucault, Wacana Kuasa/Pengetahuan (Yogyakarta: Bentang
Budaya, 2002), 146-48; Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran
Kritis Post-Strukturalis, 29-31. Dalam buku The History of Sexuality Vol. I,
Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya
dengan kekuasaan: 1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan,
atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga
punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus
bergerak. 2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang
mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 3) Kekuasaan itu datang
dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions
karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. 4) Relasi kekuasaan itu bersifat
intensional dan non-subjektif. 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti
kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu,
setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar
darinya. 2. Pengetahuan sebagai bentuk Kekuasaan, dalam Umar Kamahi, ‘Teori
Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik’, Jurnal Al-
Khitabah, 3.3 (2017), 120 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-
Khitabah/article/view/2926> [accessed 9 February 2020].

% Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology
(University of California Press, 1978), 268.
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didapatkan oleh setiap individu, karena otoritas ini memiliki klaim
berasal dari pemilik otoritas yang sesungguhnya. Pemilik otoritas
yang sesungguhnya adalah Sang Pencipta yang diwakilkan kepada
Nabi,®” atau para wali. Otoritas karisma ini dapat melakukan klaim
dan menerobos berbagai struktur normatif, karena memiliki
endapan norma yang penuh karisma seperti layaknya diungkapkan
oleh seorang Nabi.

Sedangkan bentuk otoritas yang kedua vyaitu otoritas
tradisional. Otoritas ini terdapat dalam kekuatan tradisi-budaya
yang bersifat lebih feodalistik. Otoritas terhadap sesuatu itu
terwariskan secara turun-temurun, terkesan tidak rasional dan tidak
konsisten serta melanggengkan status quo. Sebuah kebenaran
sangat tergantung pada pemegang otoritas, ‘kebenaran hamba
sangat tergantung pada kebenaran sang tuan’. Dalam otoritas
tradisional ini Weber membedakannya lagi dalam tiga bentuk;
gerontokrasi, patriarkhalisme, dan patrimonialisme.2® Ketiga,
otoritas legal rasional. Otoritas ini dikonstruksi berdasarkan
aturan-aturan hukum yang telah disepakati. Legal rasional dapat
dibentuk dan dimodifikasikan sesuai kebutuhan yang berasal dari
fakta hingga pembentukan norma-norma hukum.®

8 Martin E. Spencer, ‘Weber on Legitimate Norms and Authority’, The
British Journal of Sociology, 21.2 (1970), 123-134 (pp. 124-125).

8 Gerentokrasi adalah otoritas yang dimiliki oleh seseorang yang lebih tua
dalam suatu kelompok dan memiliki otoritas warisan secara turun-temurun.
Patrimonialisme merupakan otoritas yang mengharuskan pemegang otoritas
bekerja sama dengan para kerabat-kerabatnya yang memiliki loyalitas secara
pribadi. Sedangkan patriarkhalisme adalah otoritas yang pegang berdasarkan bias
terhadap gender.

8 Martin E. Spencer, ‘Weber on Legitimate Norms and Authority’, The
British Journal of Sociology, 21.2 (1970), 123-134 (pp. 125-126).
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Bentuk Sumber Kepemimpinan Perubahan
Otoritas
Tradisional Non- Kebiasaan Statis
Rasional
Karismatik  Pengaruh Pribadi/perseorangan  Dinamis
(Emosional)
Legal Rasional Kekuasaan Dinamis
(Rasional) Impersonal

Tabel 1 Legitimasi Otoritas

F. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis dan
antropologis, tentunya dengan penyesuaian terhadap data yang
dibutuhkan dan didapatkan dalam field research. Pengumpulan data
telah peneliti lakukan dengan observasi, dokumentasi dan
wawancara. Data yang terkumpul telah penulis klasifikasikan sesuai
konten masalah yang dijawab pada setiap babnya, setelah itu penulis
analisis dan refleksikan hingga menghasilkan kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis
dengan tujuan dapat melihat bangunan dari otoritas sosial
keagamaan dari setiap kelompok yang berkontestasi di Aceh.
Perspektif dasar sosiologi berkonsentrasi pada struktur sosial,
konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk di
dalamnya agama. Agama merupakan salah satu bentuk dari
bangunan konstruksi sosial; tuhan, ritual, nilai, hirarki keyakinan-
keyakinan, dan perilaku religius. Ini merupakan bentuk untuk
mendapatkan kekuatan kreatif atau menjadi subjek dari kekuatan
lain yang lebih kuat dalam dunia sosial.*® Pendekatan ini menurut
penulis sangat membantu proses dalam melakukan pembacaan
terhadap paradigmatik yang dibangun oleh kedua kelompok yang
berkontestasi.

% Aneka Pendekatan Studi Agama, ed. by Peter Connolly, trans. by Imam
Khoiri, IV (Yogyakarta: LKiS, 2012), 172.



31

Praktik-praktik ~ keagamaan  setiap  kelompok  yang
berkontestasi dapat dikaji bahwasanya memiliki hubungan
dengan institusi, struktur, ideologi, kelas dan perbedaan
kelompok yang dengannya masyarakat terpolarisasi oleh masing-
masing kelompok.®! Setiap bentuk pembeda dari setiap kelompok
akan menjadi bahan analisasi tersendiri dalam pendekatan ini.
Pendekatan ini juga memungkinkan bagi penulis untuk melihat
bagaimana otoritas sosial keagamaan dibangun dalam setiap
hubungan yang terjadi di setiap kelompok yang berkontestasi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kota Banda Aceh, Ibukota
provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk 238.814 jiwa dengan
kepadatan 3.892/km? (10,080/sq mil), yang tersebar pada 10
kecamatan dalam 90 desa/kelurahan. Secara geografis, kota
Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara,
Samudera Hindia di sebelah Barat, dan kabupaten Aceh Besar di
sebelah Timur dan Selatan.®? Masyarakat kota Banda Aceh terdiri
dari komunitas masyarakat yang lebih plural dengan rata-rata
tingkat kesibukan layaknya masyarakat kota di Indonesia. Hal
inilah yang membedakan kota Banda Aceh berbeda dengan kota-
kota lainnya di Aceh.

Banda Aceh merupakan salah satu ruang publik di mana
berbagai bentuk kontestasi dan perebutan otoritas sosial
keagamaan itu terjadi. Di sana terdapat banyak Masjid yang
beragam dalam pelaksanaan ritual ibadahnya. Pada beberapa
Masjid terjadi perebutan pengelolaan Masjid dengan
pengambilalihan secara sepihak, dan pengusiran jamaah
pengajiannya. Walaupun hal ini juga terjadi pada kota-kota yang
lain di Aceh, namun masih dalam frekuensi yang lebih sedikit.

° lbid., 174.

%2 Banda Aceh dalam Angka ‘Banda Aceh Municipality in Figures 2019’
(Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2019), ]
<https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/731a4401ebf3dcf4aabc5
414/kota-banda-aceh-dalam-angka-2019.html> [accessed 11 March 2020].
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Keberadaan komunitas masyarakat yang beragam, menurut
peneliti  menjadikan ruang dimana kontestasi itu dapat
berlangsung. Komunitas yang plural di perkotaan ini pula yang
memungkinkan gerakan transnasional Salafi-Wahabi dapat
tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga
pendidikan sekolah atau pesantren sebagai bentuk dari
kelangsungan gerakan ini di Aceh, tepatnya di Aceh Besar,
sebagai kota penyangga ibukota provinsi ini.

Lokasi utama studi lapangan dalam penelitian ini adalah kota
Banda Aceh, namun beberapa kawasan dalam kabupaten
penyangga seperti Aceh Besar juga akan menjadi amatan peneliti.
Basis kedua kelompok ini tidak hanya berada di kota Banda
Aceh, tetapi juga berada di Kabupaten Aceh Besar, jumlah dayah
atau pesantren, unit usaha hingga jumlah komunitas berada di
sana. Pada tataran ini pula pembentukan otoritas setiap kelompok
dikonstruksikan diproduksi dalam ruang-ruang internal setiap
kelompok dan kemudian didakwahkan atau tersebar ke ruang
publik. Keberadaan kota banda Aceh sebagai ibukota provinsi
menjadi penting bagi kedua kelompok ini.

Studi lapangan pada penelitian ini berlangsung selama 6
(enam) bulan waktu berjalan. Dalam penelitian ini penulis telah
ikut serta dalam jamaah di mana pada Masjid tersebut pernah
terjadi pengusiran/pembubaran pengajian, Masjid yang disinyalir
dikuasasi kelompok Salafi-Wahabi dan berkunjung ke lembaga
pendidikan pada kedua kelompok yang berseteru. Selanjutnya
pengolahan dan analisis dari studi lapangan ini menjadi kajian
selanjutnya sesuai dengan sisa waktu periode perkuliahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa metode, di antaranya adalah wawancara, dokumentasi
dan observasi.
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a) Wawancara

Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis melakukan
wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam
melakukan wawancara penulis menerapkan teknik tidak
terstruktur. Untuk memahami bagaimana konstruksi gerakan
yang lakukan oleh kelompok ulama dayah, penulis telah
mewawancarai Teungku Yusuf al-Qardhawi al Asyi (Mantan
Ketua Ketua FPl Aceh dua periode dan Koordinator AKsi
Parade Aswaja tahun 2015). Selanjutnya Teungku Zainuddin
Ubit (Ketua FPI Kota Banda Aceh dan Koordinator berbagai
aksi di Kota Banda Aceh). Penulis juga mewawancarai para
aktivis anti Salafi-Wahabi yang kerap muncul ke berbagai
media di Aceh, Teungku Umar Rafsanjani, Lc, MA, Teungku
Mustafa Husein Woyla, mereka juga turut terlibat dalam
berbagai aksi di kota Banda Aceh. Selain itu, penulis juga
telah mewawancarai para ulama yang memiliki otoritas
keagamaan secara kenegaraan, di antaranya adalah Teungku
Abi Tu Bulgaini Tanjungan (Ketua Majelis Permusyawaratan
Ulama Kota Banda Aceh dan Pimpinan Dayah Markaz al
Ishlah al Aziziyah Banda Aceh. Selanjutnya Teungku Tarmizi,
MA yang juga merupakan salah seorang anggota MPU kota
Banda Aceh. Dan yang terakhir penulis mewawancarai Waled
Rusli Daud, MA, beliau menjabat sebagai Ketua Nahdlatul
Ulama kota Banda Aceh dan pimpinan dayah Mishrul Huda
Malikussaleh yang juga di kota Banda Aceh.

Sedangkan untuk dapat mendalami bagaimana gerakan
Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, penulis telah
mewawancarai pimpinan Ma’had As-Sunnah, Ustaz Harits
Abu Nauval. Selain itu, penulis juga mewawancarai pemuda
dan intelektual Salafi-Wahabi yang kerap menanggapi isu-isu
perseteruan di ruang publik, Ustaz Nauval Pally Taran, SH.
Penulis juga mewawancarai pengurus Masjid Oman Al
Makmur Banda Aceh yang juga bagian di jamaah Salafi-
Wahabi, Ustaz Yusbi Yusuf. Selain itu penulis juga telah
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mewawancarai Ketua Wahdah Islamiyah Aceh Ustaz Hatta
Selian, Lc, MA. Penulis juga telah berusaha untuk menemui
beberapa tokoh Salafi-Wahabi yang lainnya. Namun para
tokoh Salafi-Wahabi kota Banda Aceh terkesan takut untuk
ditemui terlebih lagi untuk wawancarai, pasca beberapa aksi
kelompok dayah terhadap kegiatan mereka. Penulis telah
berusaha menghubungi untuk menemui salah seorang tokoh
Salafi-Wahabi yang fenomenal selama aksi-aksi kelompok
dayah, namun tidak berhasil.

Tidak hanya kedua kelompok yang berseteru penulis
wawancarai. Namun juga beberapa para jamaah yang
mengamati ketika pengusiran/pembubaran pengajian  di
Masjid Oman al Makmur kota Banda Aceh, di antaranya
adalah Ustaz Ikhsan dan M. |Ifrizal. Penulis juga
berkesempatan mendiskusi isu-isu ini dalam ruang terbuka-
terbatas di warung-warung kopi dengan para akademisi,
jamaah, masyarakat, secara tidak resmi dengan tujuan
pengayaan data penulis dalam menyelesaikan laporan
penelitian ini.

b) Dokumentasi

Untuk memperkaya sumber data yang berhubungan
dengan kontestasi otoritas sosial keagamaan di kota Banda
Aceh, penulis juga berusaha mendapat berbagai data
berbentuk dokumentasi. Penulis telah berusaha membaca
berbagai hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan
penelitian ini dan yang dilakukan di Aceh dan di kota Banda
Aceh khususnya. Bentuk berbagai penelitian tersebut antara
lain; jurnal, proceeding seminar, konferensi, dan buku-buku
lainnya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari
berbagai dokumensi terkait perseteruan antara Salafi-Wahabi
dan kelompok dayah dari berbagai media massa, baik offline
maupun online. Baik itu berupa surat keputusan MPU Aceh,
Surat Edaran Gubernur, surat kelompok Salafi-Wahabi kepada
MPU Aceh, berita acara penanda tanganan kesepakatan pada
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parade Aswaja, dan lain sebagainya. Maupun berbagai
pemberitaan dan dokumen yang tersebar pada berbagai media
online, baik itu yang difasilitasi oleh kelompok dayah, Salafi-
Wahabi, maupun dokumentasi dari pemerintah setempat.

Penulis juga mengamati berbagai dokumentasi dan
informasi digital yang disebarkan melalui media sosial;
youtube, instagram, facebook. Kolompok Salafi-Wahabi
memiliki chanel youtube Media Sunnah Aceh, begitu juga
dengan kelompok dayah dengan chanel MARA Aceh,
walaupun tidak seaktif chanel kelompok Salafi-Wahabi.
Kelompok Salafi-Wahabi juga memiliki akun instagram yang
selalu memberikan berbagai informasi, nasehat dan jadwal
pengajian baik secara online mapun offline. Begitu juga
dengan facebook, kelompok dayah kerap membangun opini
menggunakan akun pribadi dalam menanggapi fenomena
sosial keagamaan di Aceh, khususnya pada akun Mustafa
Husain Woyla, atau akun Ulama Aceh. Penulis juga
mengumpulkan tulisan yang berupa gagasan dan tanggapan
terhadap kontestasi otoritas sosial keagamaan yang terjadi
antar dua kelompok ini, baik dari kedua kelompok ini,
maupun dari para akademisi dan ulama di Aceh.

c) Observasi

Untuk lebih memperkaya data dan dapat melakukan
konfirmasi dan validasi data dari kedua sumber data
sebelumnya, penulis juga telah melakukan observasi.
Observasi penulis lakukan tidak hanya pada tempat atau
Masjid di mana peristiwa pengusiran atau pembubaran jamaah
pengajian berlangsung saja. Seperti Masjid Oman Al Makmur
Lampriet, Masjid Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan
Masjid Al Fitrah Keutapang yang keduanya berada di kota
Banda Aceh. Penulis juga melakukan observasi pada Masjid-
masjid yang disinyalir dikelola dan ritual peribadatannya
dilakukan sesuai keyakinan kelompok Salafi-Wahabi dan
tentunya pada Masjid yang dengan ritual seperti kelompok
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dayah. Pada Masjid Salafi-Wahabi penulis mengunjungi, turut
beribadah dan mengikuti pengajian pada Masjid Cut Mutia,
Masjid BPKP, Masjid Al Jihad, Masjid Baitul Mugarrabin,
dan beberapa Masjid lainnya. Begitu juga beberapa Masjid
yang tidak beritual seperti kelompok Salafi-Wahabi.

Terlihat kedua kelompok ini memiliki massa yang dapat
dikatakan banyak. Khususnya kelompok Salafi-Wahabi yang
masih terus eksis melakukan berbagai kegiatan dan pengajian.
Penulis juga menyempatkan diri untuk berbelanja di tempat
usaha kelompok Salafi-Wahabi yang selama ini merupakan
penyandang dana berbagai kegiatan. Penulis juga
mengunjungi Ma’had As-Sunnah, Lampeuneurut-Aceh Besar,
di mana tempat ini menjadi pusat pendidikan kelompok
Salafi-Wahabi dilangsungkan. Begitu juga kunjungan penulis
pada dayah-dayah yang menjadi penyangga pendidikan ulama
yang berbasis tradisional di kota Banda Aceh.

4. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan metode analisis
data interaktif, seperti yang disampaikan Mile dan Huberman.
Data-data yang didapatkan akan dimasukkan dalam tiga proses
kegiatan yang akan berlangsung secara terus menerus hingga
selesai mencapai data penuh. Ketiga proses tersebut adalah
reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau
melakukan verifikasi.%

Upaya analisis ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Data-
data yang didapatkan melalui proses wawancara, dokumentasi
dan observasi, pertama akan melalui proses reduksi data yang
bertujuan melakukan penyeleksian, pemilahan, penajaman,
pengorganisasian data dalam bentuk pola tertentu, kategori
tertentu, atau tema tertentu. Selanjutnya display data dengan

9 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif:

Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, trans. by Tjejep Rohendi Rohidi
(Jakarta: Ul Press, 2007), 21.
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tujuan menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks
yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan
dan penegasan kesimpulan dalam upaya verifikasi data sebagai
bagian dari tahapan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan laporan penelitian disertasi ini penulis sajikan dalam 6
(enam) bab kajian. Bab | dalam penelitian ini berisikan
Pendahuluan, pada bab ini akan peneliti sajikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoritis dan metode penelitian. Secara garis besar bab |
merupakan gambaran bagaimana disertasi ini menyajikan kajian
terdahulu, kajian teoritis dan metode penelitian sebagai bangunan
yang penulis gunakan dalam membangun argumentasi.

Pada bab Il penulis menyajikan kajian bagaimana sejarah
keulamaan dan umat Islam di Aceh. Sejarah Islam di Aceh tidak
terlepas dari peran ulama yang selalu dijadikan sebagai rujukan dan
panutan dalam kehidupan masyarakat Aceh dari masa ke masa
hingga saat ini. Kajian dalam bab ini penulis memaparkan beberapa
hal yang penulis anggap penting, di antaranya adalah perkembangan
pemahaman keulamaan seiring waktu mengalami perubahan di
Aceh. Ulama yang sebelumnya selalu dikonotasikan dengan
pemahaman sosok yang memahami seluk-beluk ilmu agama secara
mendalam mulai bergeser. Pergeseran ini dimulai sejak gerakan
keulamaan dan perjuangan umat Islam di Aceh mulai diwarnai oleh
gerakan Pusat Ulama Seluruh Aceh (PUSA). PUSA merupakan
sebuah keniscayaan dalam mengisi kemodernan umat Islam dan
dinamika religiusitas di Aceh.

Bab Ill akan menyajikan kajian tentang sejarah, konstruksi,
dan perkembangan kedua kelompok yang berkontestasi di Kota
Banda Aceh. Keberadaan kedua kelompok, baik kelompok ulama
dayah maupun Salafi-Wahabi memiliki catatan historis dalam
tumbuh dan berkembangnya di Aceh. Kedua kelompok ini juga
memiliki konstruksi pemahaman sosial-keagamaan yang saling
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berbeda sejak era penjajahan Belanda. Perbedaan kedua pandangan
ini pulalah yang kemudian menjadi keduanya terus bergerak, baik
dalam mengembangkan gerakan maupun saling bersinggungan satu
sama lain

Selanjutnya pada bab IV penulis memaparkan bagaimana
konstruksi  otoritas  sosial-keagamaan  berkontestasi  dalam
melakukan perebutan ruang publik, khususnya fasilitas ibadah.
Bangunan otoritas sosial-keagamaan dalam masyarakat di kota
Banda Aceh terlihat dalam 3 (tiga) konstruksi besar. Pertama,
konstruksi tersebut dibangun dalam ruang kosmologi doktrin.
Kosmologi doktrin utama Islam dalam masyarakat Aceh adalah
ajaran Ahl al-Sunnah al-Jama’ah . Kedua, bangunan kosmologi
doktrin akan terbangun baik ketika ditopang ritual keagamaan.
Kedua hal ini akan saling mendukung dalam rangka
menstandardisasikan ritual keagamaan. Ketiga, penulis juga akan
memaparkan perebutan ruang publik yang berupa fasilitas
keagamaan merupakan upaya peneguhan eksistensi dalam
meneguhkan otoritas dalam ruang publik.

Bab V penulis menyajikan kontestasi kebijakan di ruang
publik agama yang terjadi Aceh dan di Kota Banda Aceh khususnya.
Ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi kajian dalam bab ini. Pertama
adalah desain kebijakan terdapat syariat Islam di Aceh, penulis akan
memaparkan bagaimana usaha dari setiap pihak memengaruhi
kebijakan terhadap ruang publik agama di Aceh. Kedua, setelah
desain  kebijakan  penulis akan ~memaparkan bagaimana
implementasi kebijakan syariat Islam di Aceh. Implementasi
kebijakan syariat Islam tentunya mengalami berbagai dinamika
dalam penerapannya, baik dari paradigma, implementasi hingga
religiositas yang berkembang di sana. Ketiga, adalah kontrol
kebijakan. Kontrol kebijakan syariat Islam tidak hanya dilakukan
oleh pemerintah dengan berbagai program kegiatannya. Masyarakat
sipil yang berkontestasi memperebutkan otoritas di kota Banda Aceh
juga melakukan hal tersebut. Baik kelompok ulama dayah maupun
kelompok Salafi-Wahabi saling melakukan kontrol kebijakan.
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Kedua kelompok ini memainkan peran, baik dalam penguatan
maupun dalam pelemahan kebijakan di kota Banda Aceh.

Sedangkan pada Bab VI yang merupakan bab terakhir dalam
pembahasan dalam disertasi ini. Pada bab ini penulis memaparkan
bagaimana otoritas sosial-keagamaan dari kedua kelompok yang
berseteru ini memperebutkan pengaruh massa. Baik massa maupun
peran agensi yang dimainkan para pemilik otoritas sosial-keagamaan
memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lainnya.
Kekuatan massa kerap dipraktikkan dalam membela atau
mempertahankan otoritas keagamaan. Dan peran agensi pemilik
otoritas memiliki kemampuan dalam memobilisasi massa. Baik
massa maupun pemilik otoritas dapat saling memengaruhi satu sama
lainnya.

Bab VII merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan
atas temuan penelitian yang telah penulis lakukan dalam proyek
penelitian disertasi ini. Selain kesimpulan, bab penutup juga
memaparkan implikasi praktis dan rekomendasi penelitian lanjutan
dari penelitian yang telah penulis lakukan. Dan yang terakhir adalah
kontribusi teoritis yang dapat penulis sumbangkan dari disertasi ini.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari berbagai kajian dan pembahasan yang telah penulis
sampaikan di atas, disertasi ini menemukan hubungan dan korelasi
yang sangat jelas antara kontestasi otoritas keagamaan dengan ruang
publik agama, kebijakan, dan perebutan pengaruh massa di Aceh.
Perdebatan teologis atau ‘agidah islamiyah dan perseteruan
pemahaman mazhabiyah dalam memahami figh atau hukum Islam
bukanlah hal yang urgent dalam perkembangan sosial keagamaan di
Aceh. Kendatipun penggunaan kedua isu tersebut selalu ditumbuh-
kembangkan dalam berbagai pengajian sosial-keagamaan di Aceh.
Lebih jauh daripada itu, bahkan kedua kajian perseteruan cenderung
dimanfaatkan atau dieksploitasi untuk mendapatkan hal lebih besar
dalam ruang lingkup agama yang lebih luas. Sehingga terlihat
orientasi untuk terus melakukan penelaahan dalam kajian tersebut
selalu mendapat tempat di setiap pengajian dalam ruang publik di
Kota Banda Aceh.

Kontestasi otoritas sosial keagamaan antara ulama dayah dan
Salafi-Wahabi tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab agensi
dari kedua kubu. Perseteruan kedua kelompok yang dimotori oleh
para pemuka agama ini, tiak hanya berada dalam ruang publik
agama, kebijakan pemerintah, namun juga memperebutkan
pengaruh massa dalam implementasi syariat Islam di Aceh—di
mana masyarakat menjadikan ulama sebagai rujukan utama dalam
bersyariat. Ruang publik, kebijakan publik pemerintah yang selama
ini dipahami sebagai ruang dan media yang netral dari berbagai
intervensi dan tekanan dari bentuk apapun, namun berbeda dengan
Aceh, ruang publik dan kebijakan pemerintah menjadi ruang publik
dan kebijakan agama sejak dideklarasikan/ditahbiskan syariat Islam
sebagai landasan kehidupan masyarakat. Keberadaan ruang publik
dan kebijakan pemerintah di Aceh tidak membuka ruang yang equal
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dan bebas bagi masyarakat dalam memahami sosial-keagamaan,
melainkan menutup diri dari pengembangan pemahaman terhadap
publik yang setara.

Kontestasi otoritas sosial keagamaan antara ulama dayah dan
Salafi-Wahabi menjadikan sosial-keagamaan masyarakat di Kota
Banda Aceh berada dalam arena yang selalu dipertaruhkan. Ada tiga
ruang atau celah dimana kontek sosial-keagamaan yang masih terus
dipertaruhkan antara kedua kelompok ini; 1) Ruang Publik Agama
dalam bentuk fasilitas agama; Masjid dan Mushalla, lembaga
pendidikan atau yayasan, 2) Kebijakan, mempengaruhi kebijakan
pemerintah agama dalam sosial-keagamaan, dan 3) Massa,
memperebutkan dan mempengaruhi keberadaan massa sebagai
kekuatan setiap kelompok. Ketiga celah dan ruang ini inilah yang
menjadi agenda kontestasi otoritas keagamaan yang berlangsung di
Kota Banda Aceh. Sedangkan perdebatan teologis dan mazhabiyah
yang terjadi di Aceh merupakan sesuatu yang cenderung
ditampakkan di luar.

Temuan Penelitian

Ruang publik merupakan ruang di mana semua orang dapat
menyampaikan gagasan, pikiran, wacana, sikap, attitude dan lain
sebagainya. Ruang publik akan memberikan kebebasan selama
setiap orang dapat menghargai setiap rasionalitas yang disampaikan,
menghormati pilihan banyak orang dalam ruang yang tak terbatas,
tidak terkecuali dalam dimensi keagamaan. Namun dinamika yang
terjadi dalam syariat Islam di Aceh, terbatasi dalam ruang
pemahaman yang dipahami oleh dua kelompok otoritas keagamaan
yang berkontestasi. Berikut 3 temuan penelitian yang akan peneliti
sampaikan dalam fenomena kontetasi otoritas keagamaan yang
terjadi di Kota Banda Aceh.

Pertama, Ruang Publik Agama (Public Islam); Fasilitas
Ibadah. Terlihat di berbagai kabupaten/kota perebutan fasilitas
ibadah ini terjadi, khususnya di Kota Banda Aceh. Perseteruan
Ideologi dan ritual peribadatan mulai bergeser pada peneguhan
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eksistensi di ruang publik dengan menguasai fasilitas dalam
beragama. Baik kelompok Salafi-Wahabi maupun ulama dayah
berusaha dan berupaya melakukan perebutan ruang publik agama
melalui fasilitas yang dapat dikuasai. Baik dengan cara menjadi
pengurus, penceramah, mengisi berbagai majelis taklim, hingga
mengusir, menghentikan berbagai kegiatan pada fasilitas agama
tersebut. Penguasaan ruang publik agama yang berupa fasilitas
ibadah tidak dilakukan begitu saja oleh kedua kelompok ini,
melainkan dengan metode dan strategi masing-masing kelompok,
tahapan yang dilakukan di antaranya adalah: 1) Penanaman i’tigad
Ahl al-Sunnah wal Jama’ah, 2) Penyeragaman dan standarisasi
dalam beribadah, 3) Peneguhan eksistensi gerakan dengan
menguasasi fasilitas ibadah yang berupa Masjid dan Mushalla.
Ketiga tahapan ini dilakukan dengan menggunakan celah dan
peluang dari berbagai sisi, baik dalam pengajian-pengajian maupun
berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kedua kelompok
yang berseteru.

Kedua, Kebijakan Sosial-Keagamaan. Mengingat Aceh
adalah daerah yang telah menerapkan syariat Islam. Mempengaruhi
untuk mendapatkan bentuk kebijakan yang memihak menjadi
penting untuk diperebutkan oleh kelompok Salafi-Wahabi dan
ulama dayah. Kedua kelompok ini memiliki kemampuan untuk
mengakses kebijakan yang sangat berbeda. Kelompok dayah
memiliki kemampuan yang lebih baik, terlebih lagi ketika para
ulama dayah telah banyak berada dalam Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Kota Banda Aceh maupun di tingkat provinsi. Sangat
mudah bagi kelompok dayah mendesak untuk dikeluarkan
kebijakan. Salah satunya fatwa MPU Aceh tentang kesesatan Salafi-
Wabhabi, sedangkan kelompok Salafi-Wahabi cenderung mendekati
kebijakan secara personal, misalnya ketika Elliza Sa’aduddin
Djamal menjadi Walikota Banda Aceh sehingga ruang geraknya
menjadi lebih luas saat itu. Begitu juga pada beberapa instansi
pemerintah, kelompok  Salafi-Wahabi  sempat  menjadi
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pemateri/penceramah, seperti Kantor BPKP, Rumah Sakit Umum
Zainal Abidin Banda Aceh, dan lainnya di Aceh.

Ketiga, Perebutan Pengaruh Massa. Keberadaan massa di
Kota Banda Aceh cenderung lebih plural dan beragam. Tidak hanya
otoritas keagamaan kelompok dayah yang berkembang, namun juga
terdapat berbagai otoritas keagamaan lainnya. Perseteruan antara
kelompok Salafi-Wahabi dan ulama dayah, tidak jarang juga
menjadikan massa sebagai penjaga otoritas keagamaan. Umpamanya
terlinat dari pergerakan massa dari kelompok dayah ketika
melakukan pengusiran atau pembubaran pengajian yang dilakukan
oleh kelompok Salafi-Wahabi. Kelompok Salafi-Wahabi juga
memiliki massa dan kekuatan yang cukup, walaupun tidak sebanyak
kelompok dayah—namun kelompok ini tetap berani melakukan
berbagai kegiatan walaupun berada dalam kecaman. Hal ini tidak
terlepas dari peran agensi yang dimainkan oleh kedua pihak dalam
mengelola otoritas keagamaan dalam memobilisasi massa.
Perebutan pengaruh massa menjadi hal penting dalam mengelola
dan menjadi gerakan dalam ruang publik agama. Sehingga tidak
jarang otoritas keagamaan berada dalam legitimasi pengaruh massa.

Refleksi Teoritis

Ruang publik agama tidak seperti halnya ruang publik yang
berkembang di Barat yang dituliskan oleh Habermas. Ruang publik
agama yang cenderung dipahami memiliki tingkat absolutisme yang
tinggi, kerap menjadikan kelompok mayoritas dalam mendominasi
kelompok minoritas dalam beragama. Berbeda dengan ruang publik
yang dipahami dalam ruang publik sekuler. Walaupun kemudian
Habermas mengklarifikasi kembali tidak mungkin menegasikan
ruang publik dengan agama, sehingga melahirkan gagasan barunya
dengan ruang publik post-sekuler. Agama akan tetap ada di dalam
ruang publik, namun hanya dalam bentuk nilai-nilai yang sudah
diadaptasikan dengan ruang publik sekuler. Sehingga ruang publik
sekuler tidak kehilangan nilai-nilai agamanya.
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Kajian disertasi ini mencoba menyumbangkan kajian teoretis
yang lebih mengarah para kajian kontestasi otoritas keagamaan.
Salah satunya pada kajian ruang publik agama, Eickelman dan
Salvatore menyebutnya dengan Public Islam. Kontestasi otoritas
sosial-keagamaan di Aceh menunjukkan perseteruan antara Salafi-
Wahabi dan ulama dayah tidak hanya menyasar pada
mempertahankan ideologi dan teologi yang diyakininya. Keberadaan
teologi dan ideologi yang diyakini oleh masing-masing pihak adalah
hal yang tidak dapat dirubah atau dipaksakan dengan kekuatan
apapun. Namun kekuatan itu dapat ditekan, dipersempit dan
dihentikan pergerakannya dengan kekuatan yang lain. Perdebatan
wacana di ruang publik cenderung mengulang kajian-kajian lama
yang berakhir dengan bentrokan, mengingat wacana teologis sangat
berhubungan dengan penafsiran teks suci yang diyakini oleh kedua
belah pihak. Penelitian ini menemukan bahwasanya kontestasi
otoritas keagamaan antara dua kelompok yang berseteru ini tidak
hanya dalam ruang wacana, namun mengarah perebutan pada
fasilitas ruang publik yang berbentuk ruang ibadah, mempengaruhi
kebijakan sosial-keagamaan, dan memperebutkan keberadaan massa
atau jamaah. Perdebatan wacana tidak lebih dilakukan untuk
merebut simpati dan penegasan keilmuan dan kealiman masing-
masing pihak, namun tujuan lebih besar dari itu. Dengan menguasai
fasilitas, kebijakan, dan massa, maka otoritas yang dimiliki masing-
masing pihak akan sempurna dalam kekuasaan. Jika Eickelman dan
Salvatore mencoba mengonstruksikan publik Islam mayoritas untuk
mengedepankan common good yang dalam bahasa agamanya di
kenal mashlahah al-’ammah. Ruang public Islam di Aceh dapat
mengonstruksikan ketiga ruang publik agama tersebut dalam
kerangka mashlahah al’ammah, nilai keadilan dan tanpa mereduksi
nilai-nilai tradisi yang telah ada sebelumnya.

B. Saran: Rekomendasi Penellitian Lanjutan
Selanjutnya adalah rekomendasi studi atau penelitian lanjutan.
Tentunya pasca proyek penelitian disertasi ini, masih banyak hal
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yang harus dijadikan objek penelitian terkait dengan isu ini.
Penelitian ini dan yang lain belum memotret secara mendalam
bagaimana gerakan Salafi-Wahabi berdiaspora di Aceh. Salafi-
Wahabi merupakan gerakan baru di Aceh yang dapat berkembang
dengan cepat di klaster perkotaan, khususnya Kota Banda Aceh.
Begitu juga halnya dengan penelitian untuk kelompok dayah yang
selama ini selalu berinteraksi dengan masyarakat di daerah-daerah.
Ketika kelompok dayah memasuki masyarakat kota tentunya
terdapat perubahan otoritas sosial-keagamaan, karena membutuhkan
otoritas dan ruang publik lainnya dalam mendukung otoritas
keagamaannya. Ekspansi kelompok dayah memasuki kota-kota yang
memiliki tingkat pluralitas yang berbeda tentunya akan menghadapi
berbagai masalah yang juga layak untuk dikaji.

Selain itu, kajian tentang bagaimana eksistensi kelompok
Salafi-Wahabi pasca keributan dan pelarangan dalam beraktivitas di
Kota Banda Aceh, juga pantas dijadikan kajian lanjutan dari
penelitian ini. Mengingat kelompok Salafi-Wahabi bukanlah
kelompok yang hanya dapat berdiam ketika berada di bawah
tekanan. Ada banyak kegiatan yang dapat terus dilakukan
kendatipun berada di bawah pengawasan masyarakat dayah. Begitu
juga dengan kelompok dayah, banyak usaha-usaha yang terus
dilakukan dalam menguatkan posisi dan keberadaannya dalam
perkotaan. Kelompok dayah juga sangat unik jika dijadikan kajian
lanjutan dari penelitian ini. Mulai dari banyaknya para alumni dayah
yang telah memasuki pendidikan kampus, yang sebelumnya
menganggap pendidikan agama hanyalah yang berbasis dayah.
Melalui pintu gerbang pendidikan kampus para alumni dayah terus
melaju dan mulai berperan dalam berbagai bidang—juga
berkontribusi pada lembaga dayah di mana mereka berasal.
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